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ABSTRAK 

 

Rahmah. Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu 

Lintas di Kabupaten Pinrang (Dibimbing oleh Badruzzaman dan H. Syafaat Anugrah 

Pradana) 

Skipsi ini bertujuan: 1) untuk mengetahui penerapan pengawasan CCTV terhadap 

kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang; dan 3) untuk mengetahui perspektif siyasah dustruriyah dalam 

penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian sosial/empiris, dimana jenis penelitian hukum sosial ini 

dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan 

prosedur analisis: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan pengawasan CCTV terhadap 

penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, berlangsung 

efektif, dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pengawasan 

CCTV terhadap penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, 

antara lain: peralatan CCTV yang canggih dan berfungsi normal, sumber daya 

manusia yang memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan CCTV, mekanisme atau 

proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan 

terhadap rekaman CCTV jika terjadi pelanggaran, serta jumlah lokasi pemasangan 

kamera CCTV memadai, dimana lokasi kamera CCTV dapat menjangkau seluruh area 

ruas jalan; 3) Siyasah dusturiyah merupakan fiqh siyasah tentang perundang-

undangan negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

merupakan peraturan yang mengatur lalu lintas, dimana pelaksanaan pengawasan 

terhadap kelancaran lalu lintas sesuai undang-undang tersebut yakni dengan 

menggunakan CCTV. 

 

 

Kata Kunci: Efektivitas, CCTV, Penegakan Hukum Undang-Undang Lalu Lintas 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Transliterasi 

a. Konsonan 

Fenomena konsinan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilabangkan dengan 

huruf, dala transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada 

halaman berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ث

 Tha T te dan ha د

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ز
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 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Shad Ş es (dengan titik  di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik  di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik  di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik  di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Q ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

ٚ Wau W We 

٘ Ha H Ha 

 hamzah „ Apostrof ء

ٜ Ya Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („).  

b. Vokal 

1) Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a A اَ 

 kasrah i I اِ 

 dammah u U اُ 

2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathahdanyá‟ a a dan i ـيَْ 

 ْٛ  fathahdan wau au a dan u ـَ

 

 Contoh : 

 kaifa  : وَيْفَ 

يَ  ْٛ َ٘  :  haula 

c. Maddah 
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Maddah atau atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama  

 fathahdanalif dan yá‟ ā a  dan garis di atas ـبَ  |  ـَٝ

 ْٝ  kasrahdanyá‟ î i  dan garis di atas ـِ

 ْٛ  Dammahdanwau û u  dan garis di atas ـُ

  

Contoh : 

بثَ  َِ    :  māta 

ٝ َِ  ramā  :  زَ

 ًَ  qîla  :    ليِْ

ثُ  ْٛ ُّ  yamûtu  : يَ

d. Tā’Marbutah 

Transliterasi untuktā‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1) tā‟ marbutahyang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

2) tāmarbǔtahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tāmarbûtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tāmarbûtah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 
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ضَتُ اٌجََّٕتِ  ْٚ  rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah : زَ

ٌْفبضٍِتَُ  دِيَْٕتُ اَ َّ ٌْ  al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfāḍilah : اَ

تُ  َّ ٌْحِىْ  al-hikmah    : اَ

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda  tasydid(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

 rabbanā :  زَبَّٕب

 najjainā :  :َٔجّيَْٕب

ٌْحَك    al-haqq : ا

 َُ  nu‟ima :   ٔؼُِّ

  ٚ  aduwwun„:  ػَدُ

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata  dan didahului oleh huruf kasrah( ّٝ  ,(ـِ

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (î). 

 ِ ٍِيّ  Ali (bukan „Aliyyatau  „Aly)„ :   ػَ

 Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : ػَسَبِي  

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا(alif lam 

ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
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ditulis terpisah  dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis  

mendatar (-). 

Contoh: 

طُ  ّْ  al-syamsu (bukanasy-syamsu) : اٌشََّ

ٌْصٌَتَُ اَ  ٌصَّ       : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 

ٍْعَفتَُ  ٌْفَ  al-falsafah :  اَ

ٌْبلِادَُ   al-bilādu :   اَ

g. Hamzah 

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

 َْ ْٚ سُ ُِ ْ  ta‟muruna :  حبَ

عُ  ْٛ  ‟al-nau :  إٌََّ

 syai‟un:  شَيْء  

سْثُ  ِِ  umirtu : أُ

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 

yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah 

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (darial-
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Qur‟ān),  alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh : 

Fīẓilāl al-qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi „umum  al-lafẓlā bi khusus al-sabab 

i. Lafz al-jalalah(الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

 

Contoh : 

 dīnullah  :  دِيْٕبُاللهِ 

 billah   :     بِبللهِ 

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].Contoh : 

تِ اللهِ  َّ ُُ٘ فٝ زَ حْ  :   hum fīrahmatillāh 

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  capital(All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
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sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal  nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  

Contoh: 

WamāMuhammadunillārasūl 

Inna awwalabaitinwudi‟alinnasilalladhī bi  

Bakkatamubārakan 

SyahruRamadan  al-ladhīunzilafih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.  

Contoh : 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 

Hamid Abu 

2.  Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

SWT. =  subḥānahūwata‟āla  
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saw. = ṣhallallāhu „alaihiwasallam 

a.s. = „alaihi al-sallām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) 

w. = Wafattahun 

QS …./….: 4 =  QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4 

HR = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحٗ =     ص       

 دَ      بدْٚ ِىبْ = 

 صٍؼُ   صٍٝ الله ػٍيت ٚظٍُ =

 ط       طبؼت = 

 دْ      بدْٚ ٔبشس = 

 اٌد       إٌٝ آذس٘ب/آذسٖ =

 ج        جصء = 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.             : 

 

Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu 
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et  al.         : 

 

 

Cet.           : 

Terj.          : 

 

Vol.          :  

 

No.           :  

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari etalia). Ditulis  

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan 

kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya. 

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah  buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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Judul Lampiran 

1. Validasi instrumen wawancara 

2. Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi 

3. Surat keterangan telah melakukan Penelitian 

4. Dokumentasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Hukum sejak dahulu dalam kehidupan bermasyarakat atau berkelompok telah 

digunakan dengan tujuan mengatur kehidupan kelompoknya. Selanjutnya hukum 

terus mengalami perkembangan, dan pada tingkatan berbangsa dan bernegara, hukum 

merupakan produk negara yang bertujuan untuk mengatur segala hal terkait dengan 

kehidupan warga negara dan tata kelola negara atau pemerintahan supaya dapat 

berjalan dengan baik dan berada di  jalur yang benar, sehingga pemerintahan bersih 

dan kehidupan warga negara menjadi tentram dan damai.  

Produk hukum dapat berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, dan 

lain-lain. Dalam fikih Islam, juga terdapat ilmu yang mempelajari tentang Peraturan 

Per undang - undangan, dalam hal ini  pembahasan tersebut berkaitan dengan 

permasalahan yang berhubungan langsung dengan Undang-undang dalam suatu 

Negara. Dalam hal ini membahas berkenaan konsep-konsep suatu konstitusi atau 

dikenal dengan dasar hukum yakni Undang-undang beserta sejarah terbentuknya 

perundang-undangan dalam suatu Negara), serta mengenai bagaimana cara dalam 

perumusan suatu undang-undang atau dikenal dengan istilah Legislasi, di mana suatu 



2 
 

 
 

Lembaga demokrasi dan syura termasuk pilar terpenting dalam perundang-undangan 

tersebut.
1
 

terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya demi 

terciptanya kemaslahatan bagi manusia (masyarakat). Salah satu peraturan 

Perundang-undangan yang dibuat oleh negara yang ditujukan untuk mengatur warga 

negara yang tengah menggunakan jalan sebagai prasarana untuk bergerak atau 

berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, adalah peraturan perundang-

undangan lalu lintas. Dalam upaya memajukan suatu kesejahteraan umum bagi 

masyarakat angkutan jalan yang memiliki peran penting sebagai pendukung dan 

integrasi nasional maka di bentuklah aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan 

yang didasari dengan Undang-undang sehingga terbentuklah dan diterapkannya 

undang-undang no 22 tahun 2009 menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 

1992 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu cara agar pengguna lalu 

lintas dapat tertib sehingga menjamin kelancaran lalu lintas adalah dengan melakukan 

pengawasan terhadap pengguna lalu lintas yang dilakukan oleh pihak berwewenang 

seperti dinas perhubungan angkutan jalan, dan kepolisian lalu lintas. 

Perkembangan teknologi beserta ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini 

mempengaruhi segala aspek baik di bidang kehidupan, dalam hal ini penegaka hukum 

di Negara Indonesia. Penerapan sistem pembuktian berkenaan dalam hal ini telah 

merambat hingga penggunaan dan pemanfaatan media-media maupun peralatan 

                                                           
1
 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014) 

h. 177 
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sistem elektroni guna memperoleh kemudahan dalam mencapai suatu tujuan dalam 

hal penegakan hukum yakni Berdasarkan asas keadilan dan kepatian hukum. 

Penggunaan media dan peralatan elektronik ini juga digunakan di jalan raya untuk 

memudahkan pemantauan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan perundang-

undangan lalu lintas yang berlaku. 

Media elekronik yang sering digunakan untuk memantau aktivitas di satu 

tempat, termasuk di jalan, adalah Closed Circuit Television (CCTV). Closed Circuit 

Television (CCTV) merupakan televisi jalur tertutup yang hanya diakses oleh 

pemasang. Sistem kerja kamera CCTV yakni dengan mentransmisikan (mengirimkan) 

data berupa gambar video dan suara ke sebuah monitor, dimana semua aktivitas yang 

dipantau oleh kamera CCTV umumnya direkam berbentuk video rekaman atau video 

recorder. bentuk CCTV memiliki beberapa versi salah satunya berbentuk perangkat 

kamera digital yang dapat digunakan untuk mengirim sinyal kepada layer monitor 

yang berada dalam suatu ruangan tertentu atau tempat tertentu. Hal ini bertujuan agar 

dapat melihat dan memantau keadaan dan situasi suatu tempat dengan real time, 

sehinggah dapat mencegah adanya Tindakan criminal dan berfungsi sebagai alat bukti 

terhada suatu kejadian yang telah terjadi.
2
 

 Penggunaan kamera CCTV secara umum memiliki batasan hukum dimana 

Tindakan merekan seseorang secara diam-diam merupakan Tindakan yang tidak 

dibenarkan, hal ini jika dilakukan dengan menggunakan kamera tersembunyi dan 

                                                           
2
 Khotib. Penerapan Teknik Supervisi Observasi Kelas dengan Menggunakaan Media Closed 

Circuit Television (CCTV) di Sekolah Menengah Pertama Al Falah Ketintang Surabaya. (Surabaya: 

Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel, 2012) h. 46. 
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penggunaan alat perekam dengan cara sembunyi, hal ini dikategorikan llegal 

interception.  Sebagaimana hal ini diatur oleh Undang-undang ITE mengenai 

informansi dan transaksi elektroni yang termuat dalam pasal 31 ayat (2).
3
 

Akan tetapi, jika kita memperhatikan isi pada pasal 31 ayat (1) UU ITE 

menjelaskan mengnai intersepsi atau dikenal sebagai penyadapan, hal ini merupakan 

suatu kegiatan untuk memperoleh suatu informasi penting yang dilakukan dengan 

cara mendengar, merekam, bahkan membelokan bahkan mengubah serta 

menghambat ataupun mencatan trasmisi mengenai informasi dan dokumen bersifat 

elektroni dan tidak bersifat umum, baik itu menggunakan jaringan dari kabel 

komunikasi maupun jaringan nirkabel, dengan menggunakan pancaran 

elektromagnetik atau pemanfaatan radio frekuensi.  

Dalam pasal ini membemberikan suatu penekanan bahwa Tindakan 

melakukan perekaman secara diam-diam dengan memanfaatkan teknologi yang 

dimaksud diperuntuhkan untuk public. Maka dari itu, berpacu pada pasal ini 

penggunaan kamera tersebunyi untuk memperoleh informasi atau ingin merekam 

sesuatu secara diam-diam dapat dikategorikan sebagai illegal interception jika CCTV 

digunakan bukan maksud untuk public dan untuk pengakan hukum atas permohonan 

pihak kepolian, atau kejaksaan bahkan institusi dalam penegakan hukum yang telah 

ditentukan Berdasarkan undang-undang. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan kamera Closed Circuit 

Television (CCTV) dalam mengatur lalu lintas di jalan, tidak dikategorikan illegal 

                                                           
3
 Pasal 31 ayat (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. 
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interception, dibolehkan dan tidak melanggar undang-undang. Penggunaan CCTV di 

jalan dimaksudkan agar proses pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas di jalan 

menjadi lebih efektif dan efesien, di mana dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas pasal 1 ayat (30) disebutkan bahwa: Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai 

dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang 

bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.  Penggunaan CCTV menjadikan 

pengawasan lalu lintas lebih efektif karena dapat memantau semua peristiwa yang 

terjadi di sekitar CCTV. Penggunaan CCTV menjadikan pengawasan lalu lintas lebih 

efesien karena dapat menghemat waktu dan biaya operasional, dimana dengan CCTV 

dapat mengurangi jumlah petugas di lapangan yang dapat menekan biaya di lapangan.  

Berdasarkan uraian tentang CCTV yang dapat menjadi alat bantu hukum 

dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, dan 

rekaman CCTV tersebut dapat menjadi alat bukti pelanggaran bagi pengguna jalan 

yang melanggar hukum Undang-Undang lalu lintas, menarik minat peneliti untuk 

mengkajinya lebih dalam dengan melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas 

Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten 

Pinrang. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pengawasan CCTV terhadap 

kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam penerapan pengawasan CCTV 

terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Untuk mengetahui penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas 

di Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan 

CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah dalam penerapan pengawasan 

CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang? 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis 

Laporan hasil penelitian dapat menjadi sumber teori bagi semua pihak yang ingin 

menambah pengetahuan tentang perapan sistem pengawasan CCTV lalu lintas di 

jalan raya. 

2. Manfaat Praktis 

Pelaksanaan penelitian bermanfaat bagi peneliti untuk mempraktekkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan tentang penerapan sistem 

pengawasan CCTV dalam bidang hukum, khususnya pengawasan terhadap 

pengguna jalan/lalu lintas di jalan raya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, Nurul Ramadhanie, dengan 

judul: “Implementasi Sistem Pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang 

(Studi Kasus Dinas Perhubungan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

Jenis CCTV pengawas lalu lintas di Kota Tanjungpinang, dan (2) implementasi sistem 

pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan di 

Kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan jenis penelitian 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Fokus penelitian ini adalah memfokuskan 

pada implementasi sistem pengawasan CCTV lalu lintas. Lokasi penelitian di Dinas 

Perhubungan Kota Tanjungpinang. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Lalu 

Lintas Jalan Dishub Kota Tanjungpinang, Operator CCTV ATCS, dan masyarakat. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara dan observasi 

(pengamatan langsung) dan data sekunder yaitu sumber sekunder yang diperoleh 
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melalui media atau literatur lain yang tidak langsung dari sumbernya seperti 

dokumentasi.
4
. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sesuai dasar hukum, kebijakan ini 

sendiri dipengaruhi oleh kepentingan untuk mewujudkan, mendukung dan 

memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tentunya 

ini sudah dilakukan oleh pembuat serta pelaksana kebijakan dengan mengadakan, 

memasang serta mengoperasikan CCTV tersebut. Manfaat yang dirasakan dalam 

sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang belum optimal karena 

kenyataannya hanya dapat mempercepat penertiban lalu lintas, dan mengurangi 

kemacetan lalu lintas. disamping itu target yang hendak dicapai yaitu masyarakat 

lebih berbudaya dalam berlalu lintas karena selama ini budaya masyarakat dalam 

berlalu lintas masih kurang. Untuk mewujudkan budaya lalu lintas yang baik tidak 

semudah atau secepat yang diharapkan. Karena saat ini banyak masyarakat yang 

paham akan tertib lalu lintas namun enggan tertib ketika tidak ada pihak polisi atau 

Dishub yang menjaga langsung di jalan. Dinas Perhubungan bertindak sebagai 

pelaksana kebijakan, yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan 

CCTV lalu lintas. Sumber daya yang digunakan berupa dana anggaran, CCTV Fix, 

CCTV ATCS, dan tenaga kerja pelaksana. Dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam 

mendukung pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal. Dampak 

pengimplementasian kebijakan terhadap masyarakat belum efektif. Melihat masih 

                                                           
4
 Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, Nurul Ramadhanie. Implementasi Sistem Pengawasan 

CCTV Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan) (Jurnal El-Riyasah, 

Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020). 
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banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terpantau oleh kamera CCTV menunjukkan 

bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari masyarakat terhadap implementasi 

kebijakan ini belum efektif, karena masyakat lebih takut terhadap petugas yang 

menjaga langsung di jalan dibandingkan hanya dipantau tanpa ada sanksi yang 

diberikan langsung. Sehingga masyarakat tidak jera dan tetap mengulangi kesalahan 

yang sama. Selain itu untuk mengoptimalkan tertib lalu lintas, saat ini belum ada 

bentuk tindakan tegas untuk pelanggar dari Satlantas, karena belum ada kerja sama 

antara Satlantas dengan Dishub Kota Tanjungpinang.  

Penelitian Ray Gafizh, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman 

CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 

Elektronik. Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah guna mengetahui 

pengaturan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian penindakan 

pelanggaran lalu lintas elektronik. Guna mengetahui proses proses dalam pembuktian 

penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV. 

Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan 

pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV
5
. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum pembuktian 

penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV 

yaitu melalui keberadaan UndangUndang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

                                                           
5
 Ray Gafizh. Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam 

Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik. (Medan: Fakultas Hukum UMSU, 

2021). 
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serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses 

pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan 

rekaman CCTV dilakukan melalui proses pemeriksaan acara cepat berdasarkan 

ketentuan KUHAP, yaitu pihak kepolisian selaku penyidik yang kemudian 

melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri berdasarkan alat bukti yang sah 

menurut hukum acara yang berlaku saat ini. 3. Hambatan-hambatan dalam proses 

pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan 

rekaman CCTV diantaranya yaitu akibat faktor peralatan dan fasilitas yang belum 

memadai, aparatur penegak hukum yang belum maksimal dan berkompeten, dan 

kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan raya. 

Penelitian Sofya Ayu Yolanda, dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

dan Hukum Positif terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit 

Television (CCTV) pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: 

Polrestabes Surabaya). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui alat bukti rekaman 

elektronik Close Circuit Television (CCTV) pada kasus kekerasan dalam rumah 

tangga yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dan bagaimana tinjauan Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti rekaman elektronik 

Close Circuit Television (CCTV) pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk mendeskripsikan dengan 

jelas tentang rekaman elektronik Close Circuit Television (CCTV) pada kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Surabaya. 
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Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang bersifat 

menganalisis fakta khusus atau menjelaskan secara umum tentang penyidikan kasus 

yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya dengan alat bukti berupa rekaman eletronik 

Close Circuit Television (CCTV), kemudian dianalisis menurut pandangan Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Positif
6
. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penggunaan alat bukti CCTV pada 

kasus KDRT yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam kasus tersebut, 

Penyidik menemukan berupa potongan video pada kekerasan fisik yang 

mengakibatkan cideranya tubuh korban sehingga menimbulkan luka bakar. Maka, 

dari pihak Polrestabes Surabaya menggunakan alat bukti CCTV tersebut sebagai 

penguat alat bukti untuk mendukung secara riil. 2. Kekuatan Alat Bukti Close Circuit 

Television (CCTV) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Bahwasanya alat 

bukti yang terdapat pada kasus KDRT yang terjadi dalam lingkup wilayah hukum 

Surabaya, sah dapat dijadikan alat bukti bahkan bisa digunakan sebagai penguat 

dalam kasus ini. Hakim juga akan sepakat dengan pihak Kepolisian yang menjadikan 

alat bukti rekaman elektronik CCTV. Untuk membuktikan memang benar adanya 

kejadian Pidana ini, bukan hanya hakim saja, namun para pihak yang berwenang 

dengan sangat teliti memeriksa dan mempertimbangkan bahwa bukti ini cocok atau 

layak tidaknya menjadi sebuah alat bukti ptindak Pidana. Rekaman elektronik CCTV 

memang merupakan salah satu yang menjadi bukti dan dapat dipakai sebagai alat 

                                                           
6
 Sofya Ayu Yolanda, Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Kekuatan 

Alat Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit Television (CCTV) pada Kasus Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (Studi Kasus: Polrestabes Surabaya). 
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pembuktian, bila memang betul itu dipandang baik oleh hakim saat di Persidangan. 

Sedangkan rekaman elektronik CCTV dalam Hukum Pidana Islam kekuatan 

pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti yang terdapat dalam 

kasus ini, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar Undang-undang 

no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang 

no. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 yang 

mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHP tentang alat bukti. 

 

B.  Tinjauan Teori 

1.  Teori Efektivitas 

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Supriyono, efektivitas 

merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran 

yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit 

tersebut
7
. 

Efektivitas meruupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorietasi kepada keluaran 

sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila 

efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas 

belum tentu efisiensi meningkat. 

                                                           
7
 Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000)   

h. 29. 
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Menurut Hadayaningrat, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas bisa dikatakan 

sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan matang
8
. 

Efektivitas dapat diukur dengan cara sebagai berikut: 1) Kejelasan tujuan yang 

hendak dicapai; 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3) Proses analisis dan 

perumusan kebijaksanaan yang mantap; 4) Perencanaan yang matang; 5) Penyusunan 

program yang tepat; 6) Tersedianya sarana dan prasarana; 7) Sistem pengawasan dan 

pengendalian yang bersifat mendidik. 

Dengan beberapa teori diatas, menurut saya teori yang paling cocok dengan 

penelitian saya adalah teori menurut Gibson dalam Tangkilisan. Karena teori tersebut 

merupakan teori yang cocok untuk mengukur keefektivan sebuah kebijakan dalam 

organisasi. Termasuk dalam efektivitas pengawasn dengan CCTV, dari sini dapat 

diukur sudah atau belumnya keefektivan kebijakan pengawasan tersebut terlaksana 

dengan baik 

Efektivitas sebagai satu sistem dalam bekerja/berbuat sesuatu, dimulai dari 

input proses dan output. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum 

adalah: a) Keberhasilan program; b) Keberhasilan sasaran; c) Kepuasan terhadap 

program; d) Tingkat input dan output; dan e) Pencapaian tujuan menyeluruh. 

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam 

                                                           
8
 Handayaningrat, S. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen. (Jakarta: PT. 

Gunung Agung, 2005) h. 67. 
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melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai 

tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua 

tugas-tugas pokonya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
9
. 

Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan 

manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia  

merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator 

spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan 

pergaulan
10

. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu, 

yang dalam prosesnya berlangsung dengan mekanisme yang baik, sehingga hasil 

yang dicapai tepat pada sasarannya.  

 

2.  Teori Negara Hukum 

 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. 

Notohamidjojo menggunakan kata-kata “... maka timbul juga istilah negara hukum 

atau 

                                                           
9
Cambel, Riset dalam Evektivitas Organisasi,Terjemahan Salut Simamora.(Jakarta: 

Erlangga, 2009) h. 121. 
10

Poerjono, Soekanto, Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan 

(Bandung:2010) h. 48. 
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rechtsstaat”
11

. Sedangkan Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang 

demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan 

democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat”
12

. Sementara 

itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat 

atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut: 

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah 

dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum 

(rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, 

bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan 

badan melakukan sewenang-wenang
13

. 

 

Menurut Hadjon, rechtsstaat dan the rule of law ditopang oleh latar belakang 

sistem hukum yang berbeda. Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk 

menentang absolutisme, yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu pada sistem 

hukum kontinental yang disebut civil law. Sedangkan the rule of law berkembang 

secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Perbedaan 

keduanya mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia
14

. 

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat atau 

etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran 

istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan 

                                                           
11

 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2010) h. 27. 
12

 Padmo Wahyono, Guru Pinandita, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia, 20010) h. 67. 
13

 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2012) h. 72. 
14

 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang  

Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007) h. 72. 
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“negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua 

paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak 

perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (rechtsstaat atau the 

rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) 

kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya 

bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak 

sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. 

Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, 

dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern
15

. Negara hukum formil 

menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti 

peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum 

Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. 

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „Law in a Changing Society‟ 

membedakan antara „rule of law‟ dalam arti formil yaitu dalam arti „organized 

public power‟, dan „rule of law‟ dalam arti materiel yaitu „the rule of just law‟. 

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara 

hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama 

karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran 

pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum 

materiel.  

                                                           
15

 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 2012) h. 9. 
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Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-

undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat 

sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di 

samping istilah „the rule of law‟, oleh Friedman juga dikembangikan istilah „the rule 

of just law‟ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „the rule of law‟ 

tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan 

peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan 

tetap „the rule of law‟, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup 

dalam istilah „the rule of law‟ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang 

Negara hukum di zaman sekarang. 

 

3.  Teori Pengawasan 

 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan 

organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat 

kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan 

dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan adalah suatu bentuk 

pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada 

seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan 

menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga 
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tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesunagguhnya dapat menciptakan 

kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan
16

. 

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, 

sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan 

definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer 

yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”
17

.  

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula. Henry Fayol menjelaskan bahwa pengawasan terdiri dari 

pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan 

(menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk 

memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali
18

. 

Pengawasan mengarah kepada mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Robert J. M Ockler menjelaskan unsur-unsur 

esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar 

pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan 

                                                           
16

 Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan. (Bandung PT. Refika Aditama, 2011) h. 176. 
17

 Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) h. 

93. 
18

 Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 20014) h. 20. 



20 
 

 
 

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya
19

. 

 

4.  Closed Circuit Television (CCTV) 

a.  Pengertian Closed Circuit Television (CCTV) 

Closed Circuit Television (CCTV) adalah penggunaan kamera video untuk 

mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. 

Berbeda dengan siaran televisi, sinyal CCTV tidak secara terbuka ditransmisikan. 

CCTV paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan 

monitoring seperti bank, gudang, tempat umu, dan rumah yang ditinggal oleh 

pemiliknya. Menurut Khotib, CCTV merupakan sebuah perangkat kamera digital 

yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat 

tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi 

tempat tertentu secara real time, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau 

dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya 

CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel 

bandara, gudang militer, pabrik, maupun pergudangan
20

. 

CCTV “Closed Circuit Television” adalah sebuah kamera video digital yang 

difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang 

kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layer monitor. CCTV merupakan 
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 Hani Handoko,  Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Rafika 

Aditam. 2009) h.360. 
20

 Khotib. 2012. Penerapan Teknik Supervisi Observasi Kelas dengan Menggunakaan Media 

Closed Circuit Television (CCTV) di Sekolah Menengah Pertama Al Falah Ketintang Surabaya.  

Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel 

Surabaya. 
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teknologi kamera pengawasan 24 jam nonstop. Kamera CCTV ini dapat memudahkan 

anda untuk memantau kegiatan di sekitar tempat pemasangan kamera CCTV dan 

untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar
21

. 

Sistem CCTV biasanya terdiri dari komunikasi fixed (dedicated) antara 

kamera dan monitor. Teknologi CCTV modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan 

kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan 

dari jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan 

baik LAN, Wireless-LAN maupun internet
22

.  

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mengungkap kasus atau menunjukan keterlibatan seseorang dengan kasus yang 

diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 

24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian 

dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk 

merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang 

sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai data 

mengenai data, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa yang 

berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu. Dilanjutkan dengan teknik 

pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital forensic analyst berhubungan 

dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang 

                                                           
21

 www.abraham-maslow, pengertian cctv jenis seta fungsinya. Diakses melalui situs: 

http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-CCTV-jenis-serta-fungsinya/ tanggal 13 

April 2022 
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 Eko Hari Atmoko. Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah. 

(Yogyakarta: Andi, 2005). 
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dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh 

dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi 

kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik 

Closed Circuit Television (CCTV) tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika 

keempat syarat terpenuhi, 

maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut 

dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video 

harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, 

sedikit jelas (blurred) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebutharus 

dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana
23

. 

 

b. Bagian-bagian Komponen CCTV 

 

Bagian dari CCTV terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut
24

: 

1) Kamera CCTV, merupakan bagian CCTV yang fungsinya menangkap atau 

mengambil gambar dan mengubah menjadi sinyal listrik. yang terpasang di area-

area yang akan diamati. Dalam fungsinya kamera dapat dikatagorikan sesuai 

kebutuhan seperti: Standar, dome, pin hole. Secara teknologi jenis kamera dalam 

penggunaannya ada yang secara wireless, outdoor atau indoor.  

                                                           
23

 Muhammad Nuh Al-Azhar, Panduan Praktis Invetigasi Komputer, (Jakarta: Salemba 

Infotek, 2012) h. 178. 
24

 Eko Hari Atmoko. Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah. 

(Yogyakarta: Andi, 2005). 
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2)   Image sensor, merupakan bagian yang berfungsi menangkap gambar, Semakin 

tinggi resolusi dan kepekaannya (iluminasi) maka semakin baik kwalitasnya. 

Kemampuan mengolah sinyal yang ada pada controllernya seperti kemampuan 

automatic gain control, white balance dan lain-lain.  

3) Lensa, merupakan bagian dari CCTV yang berfungsi mengarahkan bayangan ke 

image sensor, jangkauan dan luasan daerah yang ingin diambil gambarnya 

disebut fokus.  

4)  Monitor, berfungsi menampilkan gambar yang ditangkap oleh camera, Dengan 

sistem kerja yang mengubah sinyal listrik menjadi gambar yang dapat dilihat. 

Monitor untuk menampilkan kejadian secara live maupun playback, Dimana 

tampilan di monitor diatur oleh controller. Teknologi CCTV dengan 

menggunakan Digital Video Recorder adalah teknologi yang sudah bisa 

diakses/dilihat dari berbagai tempat yang sudah memiliki jaringan komputer yang 

baik dan secara online memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengaksesnya 

serta sudah diset up sehingga memudahkan user untuk mampu meremote data 

gambar yang dikirim.   

6)  Multiplexer Fungsi dari multiplexer adalah mengatur tampilan dan perekaman 

gambar dari kamera ke sebuah monitor dan VCR f. Digital Video Recorder 

(DVR) DVR Memiliki kemampuan sebagai multiplexer dan VCR, Dengan 

teknologi digital Komputer saat ini seluruh data dirubah dan diolah dalam bentuk 

digital. 
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c.  Manfaat Penggunaan CCTV 

 

Dewasa ini CCTV semakin banyak digunakan diberbagai tempat sebagai 

kamera pengawas, terutama di daerah-daerah tertentu termasuk di jalan. Penggunaan 

CCTV memiliki banyak manfaat, antara lain
25

:  

1)  Pemantau Keamanan. CCTV merupakan alat pengawas terus menerus dan tidak 

mengenal lelah, CCTV juga berfungsi preventif karena secara psikologis orang 

menjadi takut dan enggan untuk berbuat yang jahat karena setiap orang 

mengetahui benar ada kamera pengawas yang selalu dapat mengawasi gerak-

gerik setiap orang yang di rasa mencurigakan, Disisi lain gerak-gerik orang yang 

mencurigakan dapat diawasi petugas security dari ruang monitor untuk bisa 

secara cepat memutuskan mengambil tindakan, keterbatasan jumlah personil 

petugas keamanan yang terbatas pun bisa sangat terbantu dengan adanya CCTV.  

2)  Alat bukti yang jujur dan kuat. Jika terjadi tindak kejahatan dan hal tersebut 

terekam oleh kamera, maka kita dapat dengan mudah mencari rekaman pada jam, 

tanggal dan hari tertentu untuk digunakan sebagai alat bukti untuk mencari 

pelaku kejahatan.  

3) Alat peningkatan kinerja karyawan. Dengan adanya penempatan kamera CCTV 

pada ruang atau Gudang tempat kerja maka secara psikologis karyawan akan 

selalu merasa diawasi oleh atasannya yang tidak selalu berada di tempat. 

Disamping itu seorang atasan bisa merekam efektivitas kerja karyawan saat 
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karyawan tidak berada di ruangan, Baik saat jam kerja atau pada sore hari 

sehingga hari berikutnya bisa di playback di CCTV.  

4) Alat marketing dalam hal keamanan, Modern dan Profesional. CCTV sudah 

merupakan salah satu standar keamanan dengan teknologi modern yang harus 

dimiliki oleh perusahaan-perusahaan public yang mengutamakan kepuasan 

pelanggan / pembeli karena dengan adanya CCTV akan menambah rasa aman 

dan nyaman yang diberikan oleh pengelola gedung. Adanya CCTV juga bisa 

menjadi salah satu indikasi bagi calon pelanggan/pembeli bahwa pengelola 

gedung juga mengelola keamanan gedungnya dengan cara professional. Contoh 

nyata jika CCTV system dipasang pada area perparkiran mobil dan hal tersebut 

diketahui para pengunjung, pembeli atau pelanggan maka para calon pembeli 

pasti akan lebih merasa aman memarkir kendaraan meraka dan meninggalkan 

mobilnya di area perparkiran. 

5) Alat pengawas jarak jauh dan networking. Tidak hanya dalam masalah keamanan 

saja, dalam hal-hal lain pun CCTV bisa mengatasi keterbatasan jarak, misalnya 

CCTV dipasang di kantor cabang maka dengan melalui jaringan yang ada 

kejadian tersebut bisa juga dilihat di kantor pusat. Atau pengawasan pada proses 

transaksi di tempat yang kita inginkan asalkan ada jaringan serta sudah diinstall 

software systemnya maka akan dapat terlihat proses transaksi tersebut.  

6) Pencegahan kejahatan. CCTV di negara Inggris sudah banyak dipasang dan 

jumlahnya melampaui penggunaan CCTV di negara-negara manapun di dunia. 

CCTV dipasang sebagai bagian pengawasan tempat-tempat publik (public area) 
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untuk alasan mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman karena ada yang 

mengawasi.  

7) Mendukung keselamatan transportasi. Banyak kota dan jaringan jalan raya 

memiliki sistem pemantauan yang ekstensif lalu lintas, menggunakan televisi 

sirkuit tertutup untuk mendeteksi kecelakaan, dan pemberitahuan kemacetan. 

Kamera ini terutama digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas dan tidak 

digunakan sebagai kamera pemantau kecepatan. Sebuah sistem CCTV dapat 

dipasang di mana operator mesin tidak dapat secara langsung mengamati karena 

pekerja maupun orang-orang mungkin terluka oleh operasi mesin yang tak 

terduga. Sebagai contoh, pada kereta bawah tanah, kamera CCTV memungkinkan 

operator untuk mengkonfirmasi secara jelas sebelum menutup pintu mereka dan 

mulai menjalankan kereta. Operator dari sebuah perjalanan taman hiburan 

mungkin menggunakan sistem CCTV untuk mengamati bahwa orang tidak 

terancam dengan memulai perjalanan. Sebuah kamera CCTV dan monitor 

dashboard dapat membuat membalikkan kendaraan lebih aman, karena 

memungkinkan pengemudi untuk mengamati benda-benda atau orang lain yang 

semula sulit atau tidak terlihat.  

 

d. Tinjauan Tentang Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti 

 

Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) adalah satu media yang dapat 

digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan 

didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai 
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alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan 

merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang 

yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup.  

Rekamann CCTV sebagai alat bukti termasuk kedalam alat bukti elektronik 

(electronic evidence) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi 

elektronikyang merupakan hasil produksi dari ala-talat elektronik, yaitu setiap 

informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 

dalambentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat 

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki 

makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana 

Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim 

mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam 

mengemukakan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik yang 26 sah dan berdiri 

sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku
26

. 

Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

                                                           
26

 Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 

h. 31 



28 
 

 
 

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya
27

. 

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian di dalam 

persidangan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti sangat berkaitan erat dengan 

pendapat/keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur 

(dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/pendapat ahli seakan 

tidak bisa terlepas dari bukti rekeaman CCTV atau elektronik karena kerumitan 

memahami alat dan sistem alat bukti tersebut. Sehingga dapat dipastikan untuk zaman 

sekarang aparatur hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu. Persoalan tentang 

perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada intinya terdiri dari aspek penting, 

yaitu:  

1) Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh 

hukum. dengan kata lain hukum yang menyesuaikan diri denganperubahan 

masyarakat ini  menunjukan sifat pasif dari hukum.  

2) Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu 

perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif dan sering disebut 

sebagai fungsi hukum a tool of social engineering.  
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 Hani Amalia Susilo, “Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian 

Tindak Pidana Terorisme” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, 
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Terkait pemenuhan kedua fungsi di atas, menurut Joseph C. Huteheson Jr., 

tugas hakim itu sebagai berikut: “Let us suppose a judge to have decided, in a case 

offering some leewau that a particular result, from his point of view, is just. He does 

not reach this condusion in a void. His decision is merely a unch, a guess, a 

sentiment”. 

Hal tersebut dapat diartikan anggapan apabila seorang hakim telah memutuskan, 

dalam kasus menawarkan beberapa keringanan bahwa hasil tertentu, dari sudut 

pandangnya, adalah adil. Dia tidak mencapai kondusi ini dalam kekosongan. 

Keputusannya hanyalah sebuah sentakan, tebakan, sentimen ”
28

.  

Hal tersebut mengindikasikan suatu perubahan hukum atas suatu nilai dan 

keadaan pada suatu masyarakat, juga sangat berpengaruh terhadap apa yang telah 

diputuskan oleh hakim pada peristiwa sebelumnya Termasuk dalam hal ini terjadinya 

perubahan akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan. Perubahan tersebut juga 

tak terlepas dari adanya hubungan hukum antara prinsip, norma, dan aturan yang 

berlaku. prinsip, norma dan aturan meskipun memiliki hubungan yang erat satu 

dengan lsinnya
29

.  

Sehingga kedepannya dalam menghadapi suatu peristiwa hukum yang jarang 

bahkan belum pernah terjadi, hukum haruslah menyesuaikan dan turut mengalami 

perubahan dan perkembangan. Salah satunya terkait dengan perubahan hukum atas 

hukum siber di Indonesia  

                                                           
28
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29
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Pasal 31 UU ITE memberikan penegasan bahwa setiap orang dengan sengaja 

dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 

Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, kecuali intersepsi yang dilakukan dalam 

rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi 

penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. 

Namun, apabila dilihat berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE 

bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk 

mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat 

transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat  

publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, 

seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Penjelasan pasal ini 

memberikan penekanan bahwa kegiatan merekam secara diam-diam menggunakan 

perangkat teknologi tertentu tersebut haruslah dimaksudkan untuk publik. Oleh 

karena itu, berdasarkan pasal tersebut bahwa kegiatan merekam secara diam-diam 

menggunakan 

perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi dalam hal ini CCTV dapat 

dikategorikan sebagai illegal interception apabila CCTV tersebut bukan dimaksudkan 

untuk publik dan bukan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan undang-undang.  
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Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara 

Pidana) disebutkan bahwa hanya terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yakni: 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh 

karenanya, pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum 

secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), 

tetapi telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Lebih 

rinci dalam Pasal 5 UU ITE memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum 

yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang 

berlaku di Indonesia.  

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut teori sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif, yakni salah tidaknya seorang terdakwa 

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti 

yang sah menurut undang-undang.3 Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan 

pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas, sepanjang 

memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam UU ITE. Syarat formil 

diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen 

Elektronik 

bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk 

tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU 

ITE, 
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yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin 

keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Bukti elektronik baru dapat 

dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum 

apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, 

dapat 

diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang 

mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang 

dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpecaya
30

. 

Keamanan sebagai suatu yang mutlak, dengan begitu segala aktivitas di 

dalamnya terdeteksi, dan data tersebut dapat dijadikan panduan bagi hakim yang akan 

memutus suatu perkara
31

. 

Ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut berarti memberikan 

perluasan 

alat bukti elektronik dalam hal ini CCTV sebagai bukti petunjuk dan disisi lain 

merupakan bukti yang berdiri sendiri (real evidence)6 di luar alat bukti yang diatur 

dalam Hukum Acara Pidana. Hal tersebut memberi kepastian hukum mengenai 

ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut bahwa Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 
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sah,sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang terdapat 

dalam UU ITE dan penggunaan CCTV tersebut bersifat publik. Bila dilihat 

berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, bahwa UU ITE merupakan 

perluasan norma alat bukti dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP mengenai 

penanganan tindak pidana baru dalam sistem elektronik, sehingga alat bukti tidak 

hanya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, maupun 

petunjuk saja, namun juga seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (2) jo Pasal 44 huruf b UU ITE.   

 

5.   Lalu Lintas 

 

a.  Pengertian Lalu Lintas 

Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di 

jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat 

lainnya
32

. Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. 

Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua 

kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi 

semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, 

yaitu: jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan 

jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu 
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memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi 

jarak tertentu
33

.  

Sedangkan dalam undang-undang, lalu lintas diartikan sebagai gerak 

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah 

prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak 

pindah kendaraan, orang dan atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) 

sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling 

berinteraksi dalam pergerakan kendaraan
34

. 

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya 

setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang 

barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai 

pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.  

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. 

Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan 

muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang 

merupakan turunan dari Undang-undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan 

jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi: sepeda motor, mobil penumpang, 

mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus.  
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Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan di peruntukkan kepada pengguna 

kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas 

adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan 

mendukung beban muatan kendaraan. 

Tingkat arus lalu lintas bervariasi terhadap hari dalam satu minggu. Variasi 

harian dalam satu minggu sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang umumnya 

mempunyai jadwal yang tetap dalam seminggu, variasi harian jalan perkotaan 

berbeda dengan jalan antar kota, Untuk jalan perkotaan puncak kesibukan berada pda 

tengah hari minggu, yaitu pada hari senin sampai jum‟at. Sedangkan untuk hari sabtu 

dan minggu arus lalu lintas cenderung rendah. Untuk jalan antar kota, mempunyai 

puncak pada akhir hari minggu, yaitu jum‟at ,sabtu dan minggu. Sedangkan untuk 

haari senin sampai kamis arus lalu lintas cenderung rendah. 

 

b.  Tinjauan Hukum tentang Lalu Lintas 

Penyelenggaraan lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana undang-undang ini dapat 

menjamin: keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran semua komponen yang ada 

dalam system lalu lintas yang dimaksud oleh undang-undang.  

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya 

setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, 

dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu 
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lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. 

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang 

berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. 

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan 

penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan
35

. 

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: 

1) kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; 2) kegiatan 

yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; dan 3) kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi 

Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
36

. 

Untuk menjamin kelancaran lalu lintas, maka dibutuhkan manajemen lalu 

lintas yang mengatur ruang jalan, kapasitas kendaraan, jenis kendaraan, dan lain-lain. 

Terkait dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan
37

:  

1)  Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan 

mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan 

Lalu Lintas berdasarkan kriteria:  

a)  perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 

Jalan;  
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b)  ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan  

c)  kualitas lingkungan. 

2)  Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan cara: 

a) pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan 

tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;  

b) pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan 

tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;  

c) pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu 

pada waktu dan Jalan tertentu;  

d) pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan 

klasifikasi fungsi Jalan;  

e) pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir 

maksimal; dan/atau  

f) pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor 

atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.  

3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 

dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang 

diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan 

angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh 

Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
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Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai 

dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.  

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

Di Indonesia, yang dimaksud dengan menteri yang bertanggung jawab di 

bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, baik pada tingkat provinsi, 

maupun kabupaten/kota, adalah Kementerian perhubungan yang membawahi Dinas 

Perhubungan Tingkat I dan Tingkat II‟ 

Terkait dengan penyelenggara lalu lintas, dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tidak menunjuk secara spesifik, tetapi hanya menjelaskan bahwa
38

: 

1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan 

langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

badan hukum, dan/atau masyarakat.  

2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

instansi masing-masing meliputi:  

a) urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang 

bertanggung jawab di bidang Jalan;  

b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang 

sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
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c) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang 

industri;  

d) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang 

pengembangan teknologi; dan  

e) urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

 

6.   Sistem Pengawasan CCTV pada Lalu Lintas 

 

Penggunaan CCTV untuk mengawasi lalu lintas, tidaklah bertentangan dengan 

UU ITE, dan merupakan pengecualian atas intersepsi yang dimaksud dalam UU ITE, 

dimana intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan undang-undang
39

. 

Dalam pengawasan lalu lintas, CCTV sebenarnya digunakan sebagai 

pengganti petugas yang berwewenang dalam melakukan pengawasan secara langsung 

di lapangan. Dengan demikian CCTV merupakan alat yang dapat memantau lalu 

lintas yang diharapkan lebih efektif dan efesien. Hal ini sejalan dengan manfaat 
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CCTV yang telah diuraikan, yakni: sebagai pemantau keamanan, rekaman peristiwa 

dapat menjadi alat bukti yang jujur, dapat mencegah kejahatan, dan sebagai 

pendukung keselamatan transportasi. Dalam melakukan fungsi pengawasan, CCTV 

dapat diandalkan karena tidak mengenal lelah seperti tenaga manusia, lebih jujur 

sebagai alat bukti karena akan merekam peristiwa apa adanya dan tidak mengenal 

istilah negosiasi. 

Penggunaan CCTV sebagai alat yang membantu atau menggantikan petugas 

yang berwewenang di jalan, sehingga peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan tetap 

peraturan undang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan. Di sini CCTV yang 

mengawasi keadaan lalu lintas dengan kamera, kemudian mengirimkan sinyal gambar 

tersebut ke pusat kontrol yang dikendalikan oleh petugas pengawas.  

 

C.  Tinjauan Konseptual 

Berdasarkan judul penelitian, yakni: Efektivitas Penerapan Sistem 

Pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang, dapat ditinjau definisi konsep 

sebagai berikut: 

1. Efektivitas berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran/tujuan 

yang telah ditetapkan dengan tepat dan benar. Efektivitas merupakan hubungan 

antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output 

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 

kegiatan
40

. 
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Efektivitas terkait dengan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan. Ketaatan disebutkan dalam Al Quran: 

Surah Al-Anfal Ayat 20 

 

 َْ ْٛ ؼُ َّ ُْ حعَْ ُ ـخ ْٔ اَ  َٚ  ُْٕٗ ا ػَ ْٛ ٌَّ َٛ لَا حَ َٚ  ٗٗ ٌَ ْٛ زَظُ َٚ  َ ا اطَِيْؼُٛا اللّٰه ْٰۤٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ب اٌَّرِيْ َٙ ـبيَ 
 يٰٰۤ
 

Terjemahnya:  

 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, 

dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar 

(perintah-perintah-Nya)
41

. 

 

Surah Muhammad ayat 33 

 

 ُْ ب ٌَـىُ َّ ا اػَْ ْٰۤٛ لَا حبُْطٍُِ َٚ يَ  ْٛ ظُ اَ طِيْؼُٛا اٌسَّ َٚ  َ ا اطَِيْؼُٛا اللّٰه ْٰۤٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ب اٌَّرِيْ َٙ بَ ي 
 يٰٰۤ
 

Terjemahnya:  

 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada 

Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu
42

. 

 

Efektivitas hanya dapat tercapai apabila terdapat ketaatan dalam diri 

petugas/pelaksana wewenang. Dimana suatu peraturan ataupun tugas yang 

diamanahkan oleh negara kepada pelaksana dalam hal ini pengawas CCTV Dishub 

Kabupaten Pinrang, melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh 

dikarenakan ketaatan yang ada dalam dirinya, sehingga tugas pengawasan lalu 

lintas dengan menggunakan CCTV dapat berjalan dengan efektif. 

2. Sistem pengawasan dengan menggunakan CCTV, yakni suatu mekanisme 

pengawasan dengan menggunakan alat kamera pengawas yang disebut CCTV. 
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Closed Circuit Television (CCTV) menggunakan kamera video yang selanjutnya 

mentransmisikan signal video tersebut ke tempat spesifik, dalam beberapa set 

monitor. Sinyal CCTV digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan 

monitoring. Teknologi CCTV modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera 

yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan dari 

jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik 

LAN, Wireless-LAN maupun internet
43

. Terkait dengan pengawasan, disebutkan 

dalam Al Quran, sebagai berikut: 

Surat Az Zukhruf Ayat 80 

 

 َْ ْٛ ُْ يَىْخبُُ ِٙ زُظٍَُُٕب ٌَديَْ َٚ  ٝ
ٍٰ ۗ  بَ ُْ ُٙ ى ٰٛ َٔجْ َٚ  ُْ ُ٘ غُ ظِسَّ َّ َْ أََّب لَا َٔعْ ْٛ َْ يحَْعَبُ  اَ

 

Terjemahnya:  

 

Ataukah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan 

bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan 

Kami (malaikat) selalu mencatat di sisi mereka
44

. 

 

 

Sistem pengawasan dengan menggunakan CCTV dapat berjalan dengan baik jika 

ada kesadaran dari masyarakat pengguna lalu lintas untuk tertib, taat aturan, dan 

berlaku baik di jalan. Hal ini dikarenakan pengguna lalu lintas tahu dan sadah 

bahwa pengawasan bukan hanya dari CCTV tapi Allah SWT mengawasi tingkah 

laku kita di manapun termasuk tingkah laku kita di jalan. 
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3. Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 

Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas 

pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau 

barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain 

adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan 

kendaraan
45

. Berdasarkan ayat Al-Quran tentang ketaatan dan pengawasan yang 

telah disebutkan di atas, maka seharusnya pengguna lalu lintas, tahu pentingnya 

ketaatan dalam mematuhi aturan yang berlaku, dan tahu bahwa tindakan yang 

melanggar aturan tata tertib khususnya di jalan akan dapat merugikan pengguna 

jalan yang lain, dan perbuatan tersebut diawasi oleh petugas yang berwewenang. 

 

D.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan permasalahan penelitian, yakni: bagaimana sistem pengawasan 

CCTV lalu lintas di Kabupaten Pinrang, berserta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diuraikan 

alur pelaksanaan penelitian yang diawali dengan tinjauan lalu lintas dan peraturan 

perundang-udangan yang diterapkan dalam mengatur lalu lintas, tinjauan CCTV 

sebagai alat yang efektif dapat membantu pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut.  

Alur pelaksanaan penelitian tersebut, dapat digambarkan dalam bentuk 

bagan/diagram alur sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang 

merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individual maupun kelompok
46

.  

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosial/empiris, 

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosial ini dapat juga disebut sebagai 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian sosial/empiris merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang 

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta 

dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah
47

. 

 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Lokasi penelitian di bagian pengawasan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pinrang. Waktu pelaksanaan penelitian, pada bulan Oktober - November 2022. 
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C.  Fokus Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka penelitian fokus pada: 

penerapan sistem pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang, berserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengawasan 

CCTV tersebut.  

 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 

Data penelitian menurut jenis datanya terdiri dari dua sumber, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Jenis data primer, merupakan data penelitian yang bersumber dari wawancara 

yang dilakukan kepada petugas pengawas CCTV, petugas penegak hukum 

peraturan lalu lintas, dan pengguna jalan yang menjadi responden/sumber data 

primer. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan 

petugas pengawas CCTV, petugas penegak hukum peraturan lalu lintas, dan 

pengguna jalan yang dikumpulkan untuk keperluan analisis.  

2. Jenis data sekunder, merupakan data penelitian yang bersumber dari data 

pendukung yang relevan dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui buku, 

artikel/jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Data diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dari 
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penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas, dan dari dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik; 1) observasi, 2) wawancara mendalam, dan 3) dokumentasi.   

1. Observasi atau pengamatan adalah teknik yang didasarkan atas pengalaman 

secara langsung yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri secara 

langsung kemudian mencatat perilaku atau kejadian dan kondisi fisik 

sebagaimana yang terjadi yang sebenarnya
48

.   

2. Wawancara, merupakan pengajuan pertanyaan kepada responden/informan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan masalah yang dijelahi secara 

intensif dengan keperluan peneliti. Sebelum mengadakan wawancara terlebih 

dahulu dipersiapkan garis-garis besar wawancara berdasarkan fokus penelitian.  

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

data-data yang berasal dari dokumen-dokumen, literatur/buku, dan catatan-

catatang yang relevan dengan penelitian ini. 

 

F.  Uji Keabsahan Data 

 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
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untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

data memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi metode pengumpulan data metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan 

teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan 

dokumen
49

.  

 

G.  Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan jawaban 

atau pertanyaan penelitian
50

. Proses analisis data ini sudah dimulai sejak peneliti 

mengambil data sampai data penelitian selesai dikumpulkan. Aktivitas dalam analisis 

data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas sampai tidak ditemukan lagi data baru. Model interaktif pada analisis 

data kualitatif ini digambarkan sebagai berikut: 

1. Data reduction (reduksi data) 

         Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga, data yang 
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telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Data display (penyajian data) 

         Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam 

bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah 

dipahami. 

3. Conclusing Drawing (verifikasi) 

         Langkah terakhir setelah data disajikan yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

 

1.  Penerapan Pengawasan CCTV terhadap Kelancaran Lalu Lintas di 

Kabupaten Pinrang 

 

Ilmu hukum tata negara bertujuan mengatur negara dan warganya untuk 

bersandar pada hukum atau taat pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, 

ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam suatu negara dapat tercipta. Setiap 

warga negara mengetahui kedudukannya, baik berupa hak ataupun kewajibannya di 

mata hukum yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum tersebut, termasuk bagi warga 

negara pengguna jalan.  

Untuk mengatur ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di jalan dengan 

bersandar pada legalitas hukum, maka ditetapkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 

tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut harus ditaati oleh 

seluruh pengguna jalan, tetapi dengan alasan tertentu, seringkali pengguna jalan 

mengabaikan atau tidak mentaati hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, 

pelaksanaan dan penegakan hukum Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

lintas dan Angkutan Jalan harus diawasi, dimana pengawasan arus lalu lintas tersebut 

dilaksanakan oleh petugas yang berwewenang yakni Dinas Perhubungan dan 

Kepolisian Lalu Lintas. Kedua lembaga berwewenang teresbut berbagi tugas dan 

saling membantu demi kelancaran arus lalu lintas.  
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Di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pengawasan terhadap 

kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang serta pengaplikasinan Undang-Undang 

22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, di ruas jalan Kabupaten 

Pinrang, berada dalam wewengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas 

yang bertugas di wilayah Kabupaten Pinrang. Khusus terkait pengawasan kelancaran 

lalu lintas, dengan bantuan CCTV, masih dalam kewenangan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pinrang.  

Tujuan penggunaan CCTV dalam pengawasan penegakan hukum Undang-

Undang lalu lintas di ruas jalan di Kabupaten Pinrang, dapat diketahui dari kutipan 

wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dishub Kabupaten Pinrang di Kantor 

Dishub Kabupaten Pinrang, sebagai berikut: 

“Dishub Kabupaten Pinrang bertugas menjaga kelancaran lalu lintas sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk menjaga kelancaran 

lalu lintas sesuai amanat Undang-Undang tersebut, Dishub melakukan 

pengawasan langsung di ruas jalan Kabupaten Pnrang. Dulu pengawasan 

dilakukan dengan patroli, tapi seiring perkembangan waktu pengawasan kami 

lakukan dengan menggunakan CCTV. CCTV dengan kamera yang terpasang 

di jalan, dipergunakan oleh petugas untuk memantau dan mengawasi 

keadaaan dan kondisi lalu lintas di ruas jalan. Petugas tidak perlu lagi 

langsung berada di lokasi jalan, tetapi pengawasan dilakukan di ruangan 

dengan monitor komputer atau laptop yang terhubung dengan kamera CCTV 

yang terpasang di jalan, sehingga kondisi jalan secara real time di tampilkan 

di layar monitor. Jadi kondisi jalan tersebut terpantau langsung oleh petugas 

tanpa perlu berada di lapangan secara langsung. Hal ini cukup efesien dari sisi 

jumlah personil petugas, karena jumlah petugas yang mengawasi tidak banyak 

bahkan bisa dilakukan oleh satu orang petugas. Berbeda dengan pengawasan 

secara langsung di jalan, tentunya jumlah petugas yang diperlukan relatif 

banyak karena banyaknya area jalan yang harus diawasi, dan sering terhambat 
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karena kondisi cuaca yang panas atau hujan yang menyulitkan 

pengawasan.”
51

. 

 

Berdasarkah wawancara di atas, disimpulkan bahwa pennggunaan CCTV 

dalam pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang, bertujuan untuk menjadi alat yang membantu memantau dan mengawasi 

kondisi lalu lintas di ruas jalan di Kabupaten Pinrang tanpa perlu langsung berada di 

lokasi pengawasan secara langsung, tetapi cukup dilakukan di dalam ruangan dengan 

monitor yang terhubung dengan kamera CCTV yang terpasang di lokasi jalan yang 

dipantau. Selain itu, penggunaan CCTV dapat menjadikan pelaksanaan pengawasan 

menjadi lebih efesien, karena dapat mengurangi jumlah petugas dan menekan biaya 

operasional lapangan. 

Penerapan CCTV sebagai alat pengawas penegakan hukum Undang-Undang 

lalu lintas terbilang baru sehingga sarana dan prasarana pendukung, termasuk jumlah 

kamera yang terpasang. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan kepada 

staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan CCTV Kabupaten Pinrang: 

“Pengawasan lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Pinrang, belum menyeluruh 

menggunakan kamera CCTV. Kamera CCTV terpasang berjumlah 25 kamera 

dan pasang di 7 titik ruas jalan di Kabupaten Pinrang, yakni di Jl. Urip 

Sumoharjo, Jl. A. Yani, Jl. A. Makkulau, Jl. Langnga, Jl. Jampu, Samping 

Hotel Fatir, dan  depan Mall Pinrang”
52

. 

 

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa penggunaan kamera 

CCTV belum menyeluruh di ruas jalan Kabupaten Pinrang, hanya terpasang di lokasi-
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lokasi tertentu yang dianggap strategis dan penting. Hal yang menjadi alasan 

pemasangan kamera CCTV yang belum menyeluruh tersebut, dapat diketahui dari 

kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Penggunaan CCTV baru mulai dilaksanakan, sehingga pengadaan sarana dan 

prasarana pendukungnya dilakukan secara bertahap, termasuk pemasangan 

kamera CCTV di jalan. Dapat pula dikatakan bahwa ini adalah tahap 

permulaan dan percobaan. Selanjutnya apabila telah diujikan, dan prosesnya 

sudah berjalan dengan baik, maka area titik pemasangan kamera CCTV akan 

di tambah”
53

. 

 

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa alasan masih terbatasnya 

jumlah kamera CCTV yang terpasang di ruas jalan di Kabupaten Pinrang, karena 

penggunaan CCTV masih dalam tahap pengujian, sehingga mekanisme kerja atau 

prosesnya baru disusun dan diterapkan. 

Prinsip kerja CCTV dalam pengawasan penegakan hukum Undang-Undang 

lalu lintas, tidak jauh berbeda dengan cara kerja CCTV pada umumnya. Berikut 

kutipan wawancara terkait prinsip kerja CCTV yang dilakukan kepada salah seorang 

staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan CCTV Kabupaten Pinrang: 

“CCTV merupakan sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk 

memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian 

sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layer monitor. CCTV merupakan 

teknologi kamera pengawasan 24 jam nonstop. Kamera CCTV ini dapat 

memudahkan kita para petugas untuk memantau kegiatan di jalan sekitar 

tempat pemasangan kamera CCTV. Sistem CCTV terdiri dari komunikasi fixed 

(dedicated) antara kamera dan monitor. Teknologi CCTV yang kita pasang 

termasuk modern, dimana terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang 

bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan dari 

jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan 

baik LAN, Wireless-LAN maupun internet. CCTV dalam kasus tertentu 
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memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjukan keterlibatan 

seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat 

terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan 

barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan 

dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah 

dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. 

Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai data 

mengenai data, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa yang 

berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu kejadian lalu lintas. 

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital 

forensic analyst berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera 

CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam 

rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan 

kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran 

terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik Closed Circuit 

Television (CCTV) tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat 

syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman 

kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses 

pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika 

rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (blurred) dan sedikit 

tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa 

digunakan dalam pembuktian pelanggaran lalu lintas”
54

. 

 

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa prinsip kerja CCTV 

dalam pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang yakni kamera CCTV yang terpasang di ruas jalan di Kabupaten Pinrang 

menjadi kamera pemantau yang merekam dan menyiarkan secara langsung kejadian 

yang ada disekitarnya. Selanjutnya rekaman dan siaran tersebut diteruskan ke monitor 

pengawas yang berada dalam satu ruangan pengawas CCTV di Kantor Pengawas 

CCTV Kabupaten Pinrang. Dari siaran yang ditampilkan di monitor tersebut dapat 

disaksikan oleh petugas pengawas dalam ruang pengawas CCTV di Kantor Pengawas 

CCTV Kabupaten Pinrang. 
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Kamera CCTV yang terpasang di jalan di Kabupaten Pinrang dapat merekam 

peristiwa lalu lintas yang terjadi di lokasi tersebut dan dapat menjadi alat bukti jka 

terjadi pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat dicermati dari kutipan wawancara 

terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan CCTV Kabupaten 

Pinrang, sebagai berikut: 

“Kamera CCTV yang ditampilkan di monitor di ruang pengawas CCTV, 

diamati langsung oleh salah seorang petugas yang memantau. Selain itu, video 

yang ditampilkan di monitor otomatis terekam dan bisa ditampilkan ulang 

untuk diamati lebih teliti tentang kondisi lalu lintas di jalan tersebut. Apabila 

didapati kemacetan akibat kecelakaan, dan pihak kepolisian dengan 

kewenangannya ingin mengetahui proses kejadian di TKP, maka pihak 

kepolisian dapat berkoordinasi dengan Dishub untuk mendapatkan bukti 

kejadian yang terekam di CCTV Dishub. Dengan demikian CCTV dapat 

menjadi alat penegakan hukum lalu lintas atau dikenal dengan istilah tilang 

elektronik dalam Bahasa Inggris disebut Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE), dimana kewenangan ini ada pada pihak kepolisian”.
55

 

  

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa rekaman CCTV dapat 

menjadi alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas atau berfungsi sebagai alat alat 

penegakan hukum lalu lintas atau dikenal dengan istilah tilang elektronik dalam 

Bahasa Inggris disebut Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dimana 

kewenangan ini ada pada pihak kepolisian. 

Penerapan CCTV sebagai pengawas terhdap kelancaran lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang mulai disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat 

di Kabupaten Pinrang. Berikut kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub 

yang bertugas di Kantor pengawasan CCTV Kabupaten Pinrang, terkait sosialisasi 
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penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang: 

“Penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu 

lintas di Kabupaten Pinrang telah disosialisasikan kepada warga pengguna jala 

di Kabupaten Pinrang. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pengumuman 

yang diampilkan di tempat-tempat umum atau media cetak lokal, disiarkan di 

media sosial ataupun radio lokal di Kabupaten Pinrang”
56

. 

 

Selnjutnya terkait sosialisasi penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan 

hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang dapat juga diketahui dari 

kutipan wawancara terhadap warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, sebagai 

berikut: 

“Sosialisasi tentang penggunaan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum 

Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah sampai kepada kami. 

Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada warga lain. Meskipun 

demikan, lokasi tempat pemasangan kamera CCTV tidak kami ketahui dengan 

pasti. Jadi pengguna jalan merasa sedang diawasi terus menerus, dan ini bagus 

untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran”
57

. 

   

Berdasarkan kedua wawancara di atas, terkait dengan sosialisasi CCTV 

sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang, dapat disimpulkan bahwa penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan 

hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah sampai kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengetahui bahwa ada kamera CCTV yang 

mengawasi kegiatan mereka sebagai pengguna jalan. Apabila tidak taat kepada aturan 

lalu lintas di jalan, walaupun tidak ada petugas yang berjaga, pelanggarannya bisa 
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saja direkam oleh kamera CCTV di jalan, yang selanjutnya dapat menerima sanksi 

tilang.   

Penerapan CCTV sebagai pengawas kelancaran lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang dapat memberikan efek kesadaran berlalu-lintas pada masyarakat. Terkait 

dengan hal ini, berikut kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang 

bertugas di Kantor pengawasan CCTV Kabupaten Pinrang: 

“Tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas semakin baik, 

selain itu kelengkapan berkendara cenderung membaik, antara lain 

mengenakan helm standar, memperhatikan kelengkapan kendaraan sesuai 

aturan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pengguna jalan merasa terus 

diawasi. Pengguna jalan yang dahulunya hanya patuh jika ada petugas yang 

berdiri di jalan, akhirnya patuh terhadap aturan meskipun di jalan tidak ada 

petugas”
58

.  

 

Selanjutnya terkait dengan efek kesadaran lalu lintas pada masyarakat 

pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, dapat juga diketuhi dari kutipan wawancara 

terhadap warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut: 

“Kami berusaha melengkapi kendaraan sesuai aturan, tertib, mematuhi rambu 

lalu lintas, mengenakan helm, dan lain-lain, karena tahu bahwa kami 

senantiasa diawasi melalui kamera CCTV, akhirnya lalu lintas menjadi lebih 

tertib dan aman”
59

.  

 

Berdasarkan kedua wawancara di atas, terkait efek kesadaran lalu lintas pada 

masyarakan pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran belalu-lintas masyarakat pengguna jalan semakin baik, antara lain 
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pengguna jalan lebih memperhatikan kelengkapan kendaraan dan kelengkapan 

berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, dan tertib di jalan. 

Penerapan CCTV sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang, saat ini berjalan cukup efektif dan efesien. Hal ini dapat 

diketahui dari kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di 

Kantor pengawasan CCTV Kabupaten Pinrang, sebagai berikut: 

“Penerapan CCTV sebagai alat pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang, lebih efektif jika dibandingkan dengan metode yang 

sebelumnya dimana petugas yang harus berada langsung di lapangan. Petugas 

patroli DIshub yang berjaga memiliki keterbatasan tenaga dalam bertugas 

sehingga dalam sehari pengawasan tidak mungkin sepenuhnya berjalan 24 

jam. Disamping itu, titik kemacetan lalu lintas dapat terlihat apabila kebetulan 

terjadi di depan mata petugas. Lain halnya dengan pengawasan CCTV, dalam 

sehari, pengawasan dapat berlangsung selama 24 jam. Jangkauan pengawasan 

dan tingkat ketelitian pengawasan juga lebih efektif, karena segala kejadian di 

area pengawasan direkam dan videonya dapat diputar dan diteliti kembali, 

sehingga hampir tidak ada titik kemacetan yang luput dari pengawasan”
60

. 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan CCTV 

sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang, termasuk efektif jika dibandingkan dengan metode konvensional, dimana 

petugas patroli Dishub yang berada di jalan memiliki keterbatasan kemampuan dalam 

mengawasi. Hal ini dikarenakan kamera CCTV dalam sehari dapat melakukan 

pengawasan penuh 24 jam, dengan jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang 

jauh lebih baik dari pada petugas lapangan. Jangkauan dan tingkat ketelitian 

pengawasan yang lebih baik tersebut disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan 
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dengan CCTV dapat berupa rekaman kejadian, sehingga dapat diulang dan teliti 

kembali semua kejadian yang telah berlangsung di ruas jalan. Disamping efektivitas 

pengawasan dengan menggunakan CCTV, juga tercapai efesiensi terhadap biaya 

operasional lapangan, yakni dapat menekan biaya dan jumlah personil yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas di jalan di Kabupaten Pinrang. 

Efektivitas dan efesiensi pengawasan dengan menggunakan CCTV sebagai pengawas 

kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang yang lebih baik, menjadi bahan 

pertimbangan pihak Dishub Kabupaten Pinrang untuk terus mengembangkan proses 

pengawasan dengan menggunakan CCTV tersebut. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV 

terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang 

 

Efektivitas penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-

Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, dipengaruhi oleh berbagai faktor 

pendukung maupun penghambat. Berikut kutipan wawancara terhadap staf/pegawai 

Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan CCTV Kabupaten Pinrang, terkait 

dengan faktor apa saja yang dapat mendukung penerapan CCTV sebagai pengawas 

terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang agar berjalan dengan efektif: 

“Beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran penerapan CCTV sebagai 

pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang, antara lain: 1) Alat kelengkapan CCTV yang canggih dan berfungsi 

dengan normal; 2) Petugas memiliki kemampuan mengoperasikan alat CCTV 

dengan baik; 3) Adanya mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan 

terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV 

jika terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas yang masuk area 

Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV ditambah. Diluar 
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efektivitas CCTV tersebut, untuk masalah kemacetan: !) Adanya Upaya 

Dishub dalam mencegah kemacetan, seperti: pemantauan, pemasangan dan 

mengatur rambu lalu lintas, terutama rambu untuk kendaraan jenis tertentu, 2) 

Adanya upaya Dishub mengatasi kemacetan tiba-tiba, seperti kemacetan 

karena kecelakaan, Dishub menyingkirkan kendaraan yang terlibat kecelakaan 

yang menghambat arus lalu lintas”
61

.  

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mendukung efektivitas penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum 

Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, adalah sebagai berikut: 

a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem CCTV berfungsi normal dan tidak 

rusak. Oleh karena itu diperlukan program perawatan ataupun penggantian 

terhadap semua peralatan terkait sistem CCTV secara teratur. 

b. Sumber daya manusia yakni petugas yang memiliki pengetuhuan yang memadai 

untuk mengoperasikan peralatan CCTV. Oleh karena itu diperlukan program 

pelatihan untuk membekali pengetahuan petugas tentang cara pengoperasian 

peralatan CCTV. 

c. Mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam 

menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV jika terjadi 

pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas yang termasuk dalam wewenang 

Dishub ataupun Kepolisian Lalu Lintas.  

d. Jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV memadai, bahkan jika memungkinkan 

lokasi kamera CCTV dapat menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten 

Pinrang. 
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Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor yang dapat menghambat 

efektivitas penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang 

lalu lintas di Kabupaten Pinrang. Terkait dengan hal ini, berikut kutipan wawancara 

terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan CCTV Kabupaten 

Pinrang : 

“Beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan CCTV sebagai pengawas 

penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara 

lain: 1) Alat kelengkapan CCTV yang kurang canggih atau rusak sehingga 

tidak dapat digunakan; 2) Petugas tidak memiliki kemampuan 

mengoperasikan alat CCTV; 3) Tidak adanya mekanisme atau proses yang 

jelas, dan data yang lengkap dalam menindaklanjuti hasil pengamatan 

terhadap rekaman CCTV jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang masuk area 

Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV tidak memadai atau 

sedikit, sehingga jangkauan pengawasan terbatas hanya pada area-area 

tertentu, dan tidak dapat mengwasi seluruh area ruas jalan yang ada di 

Kabupaten Pinrang”
62

.  

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menghambat efektivitas penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum 

Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, adalah sebagai berikut: 

a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem CCTV kurang canggih ataupun rusak 

sehingga tidak berfungsi dengan baik. Hal ini memerlukan penanganan cepat dan 

tepat sehingga proses pengawasan tidak terganggu.  

b. Sumber daya manusia yakni petugas yang tidak memiliki pengetuhuan yang 

memadai sehingga tidak mampu mengoperasikan peralatan CCTV. Hal ini 
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memerlukan penanganan yakni pelatihan terhdap petugas tentang cara 

pengoperasian peralatan CCTV. 

c. Tidak ada mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam 

menindaklanjuti hasil pengamatan rekaman CCTV jika terjadi pelanggaran lalu 

lintas yang masuk area Dishub, sehingga pengamatan terkesan sia-sia. 

d. Jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV yang masih kurang memadai, sehingga 

tidak memungkinkan menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten Pinrang. 

 

3.  Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Penerapan Pengawasan CCTV 

Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang 

 

Dalam fiqh Islam, terkait dengan aturan hukum, dikenal istilah Siyasah 

dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Menciptakan ketertiban, ketentraman, dan 

keamanan dalam suatu negara merupakan tujuan dari ilmu hukum tata negara.  

Implemantasi hukum tata negara tersebut yakni dengan membuat suatu aturan hukum 

yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dalam figh Islam, terkait dengan 

aturan hukum, dikenal dengan istilah  Siyasah dusturiyah.  

Dalam hal ini Siyasah Dusturiyah, termasuk peraturan perundang-undangan 

lalu lintas yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Pernerapan undang-undang tersebut salah satunya 

dimaksudkan adalah agar tercipta ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di 

Kabupaten Pinrang. 
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Menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam suatu negara 

merupakan tujuan dari ilmu hukum tata negara.  Implemantasi hukum tata negara 

tersebut yakni dengan membuat suatu aturan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh 

warga negara. Dalam fiqh Islam, terkait dengan aturan hukum, dikenal dengan istilah  

Siyasah dusturiyah.  

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep 

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan 

dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

tersebut
63

. 

Melihat dari pandangan Abdul wahhab Khallaf bahwa defenisi siyasah 

merupakan pengaturan perundang-undangan yang di bentuk untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun pemaknaan “Dusturi” 

yang merupakan serapan kata dari Bahasa Persia, yang memiliki makna awal yakni 

seseorang yang memiliki otoritas, baik itu dalam bidang politik maupun dalam bidang 

agama. Kemudian kata tersebut digunakan sebagai penyebutan terhadap anggota 

kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Kemudian kata ini diserap kedalam 

Bahasa Arab sehingga mengalami perkembangan dan diartikan sebagai asas dasar 

atau pembinaan. Sehingga dideskripsikan bahwa dustur merupakan kumpulan kaedah 

yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat 
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dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 

(konstitusi). 

Defenis berdasarkan pandangan A.Jazuli memberikan penjelasan berkenaan 

ruang lingkup dalam bidang Siyasah Dusturiyah yang menyangkut permasalah-

permasalah yang berkaitan interaksi sosial antara seorang pemimpin dengan 

rakyatnya atau hubungan interasi social lembaga-lembaga independent yang berada 

dalam pemerintahannya. Karena cakupannya yang begitu luas, kemudian hal ini 

diarahkan membahas bidang pengaturan serta perundang- undangan berkenaan 

permasalahan  kenegaraan. 

Konsep Kekuasaan ditinjau dari segi Siyasah Dusturiyah terdapat beberapa 

poin yakni:  

a) bidang siyasah tasri‟iyah, yang berkenaan dengan permaslahan ahlu hali wal 

aqdi, perwakilan permasalahan rakyat. Hubungan antara komunitas Muslim dan 

non-Muslim di negara tersebut, serta dalam konstitusi, undang-undang, undang-

undang, peraturan daerah, dll.;  

b) wilayah Siyasah Tanfidiyah, meliputi soal Imamah, soal Bai'ah, Wuzarah, 

Waliya al-Ahd dan lain-lain;  

c) lingkup politik Qadla'iyah, termasuk masalah hukum;  

d) bidang kebijakan administrasi, termasuk masalah administrasi dan 

kepegawaian 
64
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Melihat pengertian siyasah dan dustur dapat dipahami bahwa hal ini 

merupakan bentuk dari sebuah konstitusi atau dikenal sebagai Undang-Undang dasar. 

Sehingga dapat dipahami bahwa Siyasah Dusturiyah merupakan suatu bentuk dan 

bagian dari fiqih siyasah yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan 

perundang-Undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-

undang tersebut mengacu terhadap kosntitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsi 

Islam dalam hukum -hukum syariat yang disebut dalam Al-quran dan dijelaskan 

dalam sunah Nabi, yang berkaitan dengan Akidah, ibadah, Akhlak, muamalah dan 

berbagai macam hubungan lainnya. 

B.  Pembahasan  

 

Penyelenggaraan lalu lintas menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertujuan: 1) terwujudnya 

pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan 

terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, 

memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh  persatuan dan kesatuan bangsa, 

serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2) terwujudnya etika berlalu lintas 

dan budaya bangsa; dan 3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat
65

 

Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang merupakan 

suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan di Kabupaten 
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Pinrang dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu 

lintas. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang merupakan 

suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas 

di Kabupaten Pinrang yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau 

lingkungan. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang 

merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai 

dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas dan angkutan 

jalan di Kabupaten Pinrang merupakan suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan 

angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di ruas jalan yang ada di 

Kabupaten Pinrang. 

Melihat tujuan dari dibuatnya Undang-Undang lalu lintas di atas, maka perlu 

pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, dan untuk 

sementara CCTV yabg terpasang berada dalam wewenang Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pinrang. Selama ini, cara pengawasan penegakan hukum Undang-Undang 

lalu lintas yakni dengan pengawasan secara langsung, yakni petugas terjun langsung 

melihat dan mengawasi situasi lalu lintas di ruas jalan yang ada di Kabupaten 

Pinrang. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode pengawasan 

penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, terus 

ditingkatkan agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efesien. Salah satu metode 

pengawasan yang memanfaatkan teknologi adalah penggunaan Closed Circuit 

Television (CCTV). Dimana komponen utama CCTV tersebut adalah kamera CCTV 
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yang terpasang di lokasi-lokasi tertentu di jalan di Kabupaten Pinrang, dan monitor 

pengawas yang berada di ruangan pengawas di Kantor Lalu Lintas Kabupaten 

Pinrang. 

Penerapan CCTV sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang, sudah mulai dikembangkan dan dilaksanakan, dan pada 

prosesnya pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Terkait permasalahan 

penelitian yakni efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan CCTV 

sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, serta 

kaitannya dengan siyasah dusturiyah, berdasarkan temuan yang telah diuraikan dalam 

hasil penelitian, dapat dibahas permasalahan penelitian sebagai berikut: 

 

1.  Penerapan Pengawasan CCTV terhadap Kelancaran Lalu Lintas di 

Kabupaten Pinrang 

 

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, 

dapat diketahui bahwa penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum 

Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, berjalan dengan efektif. Dimana 

CCTV dalam sehari dapat melakukan pengawasan penuh 24 jam penuh, dengan 

jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang jauh lebih baik dari pada 

pengawasan lapangan oleh petugas di jalan.  

Jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang lebih baik tersebut 

disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan dengan CCTV dapat berupa rekaman 

kejadian, sehingga dapat diulang dan teliti kembali semua kejadian yang telah 
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berlangsung di ruas jalan. Disamping efektivitas pengawasan dengan menggunakan 

CCTV, juga tercapai efesiensi terhadap biaya operasional lapangan, yakni dapat 

menekan biaya dan jumlah personil yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 

keadaan lalu lintas di jalan di Kabupaten Pinrang. Efektivitas dan efesiensi 

pengawasan dengan menggunakan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum 

Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang yang lebih baik, menjadi bahan 

pertimbangan pihak Polisi lalu lintas Kabupaten Pinrang untuk terus mengembangkan 

proses pengawan dengan menggunakan CCTV tersebut. 

Mekanisme penindakan terhadap pelanggar hukum Undan-Undang lalu lintas 

berupa tilang yang selama ini dijalankan dengan cara langsung oleh petugas di 

lapangan, juga dapat diproses lebih baik dengan menggunakan pengawas CCTV.  

Tingkat ketelitan dengan mencermati kejadian pelanggaran yang lebih baik, ditambah 

alat bukti yang tersimpan/rekaman menjadikan pengawasan CCTV lebih efektif.  

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pengawasan CCTV terhadap 

Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang 

 

Berdasarkan temuan-teman yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, dapat 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan CCTV sebagai 

pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, 

sebagai berikut: 

a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem CCTV berfungsi normal dan tidak 

rusak. Oleh karena itu diperlukan program perawatan ataupun penggantian 
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terhadap semua peralatan terkait sistem CCTV secara teratur. Jika sistem CCTV 

kurang canggih ataupun rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik, perlu 

penanganan/perbaikan denga cepat dan tepat sehingga proses pengawasan tidak 

terganggu. 

b. Sumber daya manusia yakni petugas yang memiliki pengetahuan yang memadai 

untuk mengoperasikan peralatan CCTV. Jika petugas tidak memiliki pengetahuan 

yang memadai tentunya tidak mampu mengoperasikan peralatan CCTV tersebut. 

Oleh karena itu diperlukan program pelatihan untuk membekali pengetahuan 

petugas tentang cara pengoperasian peralatan CCTV. 

c. Mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam 

menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV jika terjadi 

pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas. Kelengkapan data pelanggar 

aturan juga termasuk dalam bagian ini, di mana data pelanggar yang lengkap 

beserta alamat, memudahkan petugas Polisi lalu lintas dapat mengirimkan surat 

tilang kepada pelaku pelanggaran. Jika tidak ada mekanisme atau proses yang 

jelas, lengkap dan terstruktur, pengamatan terkesan sia-sia karena pelaku 

pelanggaran tidak dapat ditindak misalnya data-data pelaku pelanggaran yang 

tidak lengkap, sehingga menyulitkan petugas mengirimkan surat tilang kepada 

pelaku. Data pelanggar yang tidak lengkap biasanya terjadi pada pelaku 

pelanggaran bukan warga lokal dalam wilayah Kabupaten Pinrang, sehingga 

perlu koordinasi dengan petugas Polisi lalu lintas di wilayah kabupaten/kota atau 

provinsi yang lain di seluruh Indonesia. 
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d. Jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV memadai, bahkan jika memungkinkan 

lokasi kamera CCTV dapat menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten 

Pinrang. 

 

3.  Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Penerapan Pengawasan CCTV 

Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan terdapat 

beberapa poin-poin penting yang dapat di angkat bahwa pengawasan lalu litas dengan 

menerapkan pengawasan melalui CCTV diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, “pengawasan CCTV di setiap ruas Jalan di Kabupaten Pinrang secara 

keseluruhan belum dapat dilakukan hal ini disebabkan terdapat kendala diantaranya 

Pengawasan lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Pinrang, belum menyeluruh 

menggunakan kamera CCTV. Kamera CCTV terpasang berjumlah 25 kamera dan 

pasang di 7 titik ruas jalan di Kabupaten Pinrang, yakni di Jl. Urip Sumoharjo, Jl. A. 

Yani, Jl. A. Makkulau, Jl. Langnga, Jl. Jampu, Samping Hotel Fatir, dan  depan Mall 

Pinrang.” 

  

Pemenuhan dan pemasangan CCTV sebagai Langkah untuk memudahkan 

pengawasa lalu lintas adalah suatu regulasi yang dibentuk sebagai kebijakan terhadap 

petugas lalu lintas untuk mengatasi Tindakan pelanggaran lalu lintas yang akan 

terjadi atau yang telah terjadi, Tindakan yang dilakukan dengan menerapkan 

kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Berdasarkan siyasah dusturiyah penerapan suatu undang-undang demi mencapai 

atau memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat merupakan Langkah yang harus 

dilakukan, hal ini merupakan hal yang mendasar yang diperhatikan dalam pemenuhan 
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undang-undang tersebut sebagai urgensi suatu kebijakan dapat diperoleh Ketika 

kebijakan itu bermanfaat dan mewujudkan suatu keadilan. Hal ini sebagaimana telah 

dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 58 

اْ  ُۡ أَْ حؤَُدٚ  سُوُ ُِ َ يَأۡ َّْ ٱللََّّ ٛاْ  ۞إِ ُّ َٓ ٱٌَّٕبضِ أَْ ححَۡىُ خُُ بَيۡ ّۡ إِذاَ حَىَ َٚ ب  َٙ ٍِ ۡ٘ ٰٓ أَ ٰٝ جِ إٌَِ َٰٕ َِٰ َ ٱلۡأ

ب بَصِيسٗا   يؼََۢ ِّ َْ ظَ َ وَب َّْ ٱللََّّ ٰۦٓۗ إِ ِٗ ب يَؼِظُىُُ بِ َّّ َ ِٔؼِ َّْ ٱللََّّ ؼَدۡيِِۚ إِ
ٌۡ  ٨٥بِٲ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
66

 

 

Sebagaimana dalam penjelasan ayat tersebut bahwa pemenuhan suatu kebijakan 

yang diberlakukan itu dibentuk untuk kemaslahatan seluruh umat bukan untuk 

beberapa golongan saja akan tetapi dalam suatu kebijakan harus di peruntuhkan untuk 

setiap umat baik dalam pemenuhan hak maupun kewajiban yang harus dilakukan 

sehingga hal tersebut mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan. 

Melihat dari penjelasan di atas menurut peneliti yang perlu dipahami prinsip - 

prinsip yang diletakan dalam perumusan suatu Undang-undang dasar adalah jaminan 

atas hak asasi manusia terhadap setiap anggota masyarakat dan memiliki persamaan 

kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, 

kekayaan, Pendidikan dan agama. Adapun yang paling peting yang diperhatikan 

dalam permasalahan Siyasah dusturiyah adalah tercapainya tujuan dari pembentukan 

peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan kemaslahatan manusia dan 
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untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun secara khusus prinsip Siyasah 

Dusturiyah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan 

hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. 

 

Kedua, “Beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran penerapan CCTV 

sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang, antara lain: 1) Alat kelengkapan CCTV yang canggih dan berfungsi dengan 

normal; 2) Petugas memiliki kemampuan mengoperasikan alat CCTV dengan baik; 3) 

Adanya mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam 

menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV jika terjadi pelanggaran 

hukum Undang-Undang lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) Jumlah lokasi 

pemasangan kamera CCTV ditambah. Diluar efektivitas CCTV tersebut, untuk 

masalah kemacetan: 1) Adanya Upaya Dishub dalam mencegah kemacetan, seperti: 

pemantauan, pemasangan dan mengatur rambu lalu lintas, terutama rambu untuk 

kendaraan jenis tertentu, 2) Adanya upaya Dishub mengatasi kemacetan tiba-tiba, 

seperti kemacetan karena kecelakaan, Dishub menyingkirkan kendaraan yang terlibat 

kecelakaan yang menghambat arus lalu lintas.”  

 

berdasarkan dari temuan bahwa terdapat hal yang menjadi pendukung 

pengawasan lalu lintas di kabupaten Pinrang dengan pemanfaatan CCTV, 

sebagaimana penerapan pengawasan lalu lintas melalui CCTV pihak dinas 

perhubungan melakukan penyedian secara intensif dan perbaikan terhadap CCTV di 

beberapa tempat. Memperdayakan SDM pegawai dibidang IT untuk mengoprasikan 

CCTV. Dan lain-lain. 

Melihat hal ini, kewajiban dinas perhubungan menjalankan amanat 

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 berekenaan dengan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang menjadi keharusan, pemasangan CCTV perlu dilakukan akan 
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tetapi kewajiban untuk penmenuhan segala aspek yang berkaitan harus diperhatikan 

sehingga penerapan CCTV dapat berjalan dengan baik. 

Dalam Siyasah Dusturiyah undang-undang dibentuk sebagai suatu kebijakan 

yang dianggap untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat, akan tetapi, Ketika 

kebijakan tersebut hanya dibetuk dan tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang 

telah berlaku hal ini tidak efektiv untuk di berlakukan. Sehingga kewajiban 

pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan berkewajiban memenuhi setiap hal yang 

dibutuhkan bukan hanya untuk kepentingan lalu lintas saja akan tetapi dengan 

penerapan pengawasan CCTV berguna bagi masyarakat sekitar.  

Pemenuhan semacam inilah yang membuat pengawasan yang dilakukan dapat 

berjalan dengan baik dan masyarakan akan sadar terhadap kesalahan yang dilakukan. 

Ketentuan dan kewajiban mengenai hal ini dengan jelas dapat kita lihat dalam QS an-

nisa/4: 

ٌِهَ ذَيۡسٞ  َِ ٱلۡأٰٓذِسِِۚ ذَٰ ۡٛ يَ ٌۡ ٱ َٚ  ِ َْ بِٲللََّّ ُٕٛ ِِ ُۡ حؤُۡ ظُٛيِ إِْ وُٕخُ ٱٌسَّ َٚ  ِ ُٖ إٌَِٝ ٱللََّّ فيِ شَيۡءٖ فسَُدٚ 

يلاا   ِٚ ُٓ حأَۡ أحَۡعَ َٚ٨ 

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya

67
.  

Kemudian dalam QS.An-Nisaa‟/ 4: 69 

ئِهَ زَفِيماب  ) َٓ أٌَُٰٚ حَعُ َٚ  َِۚٓ ٌِحِي ب اٌصَّ َٚ داَءِ  َٙ اٌش  َٚ٩٦ ) 
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Terjemahnya:  

Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul (Muhammad) maka mereka itu 
akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) 
para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan 
orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya

68
. 

 

Berdasarkan ayat tersebut telah dijelaskan bahwa adanya perintah untuk taat 

terhadap Allah dan Rasulnya, kemudian dibarengin Ulil Amri yakni pemimpin. 

dimana ketaatan yang dimaksud adalah menaati segalah perintah yang diberikan 

dimana dalam hal ini segalah sesuatu yang berbentuk kebijakan-kebijakan demi 

meciptakan kemaslahatan terhadap umat yakni masyarakat dalam suatu Negeri yang 

tidak lepas berdasarkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Maka ketaatan 

terhadap kebijakan yang berlandaskan terhadap nilai-nilai ketaatan terhadap Allah 

dan Rasulnya maka  ia termasuk orang beruntung.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa penerapan undang- 

undang yang dilakukan harus dengan sikap tanggung jawab dan taat terhadap 

kebijakan-kebijakan yang ada maka terciptanya kemaslahatan terhadap lalu lintas 

dapat teralisasikan Ketika hal ini di jalankan dan dipenuhi oleh pihak dinas 

perhubungan sebgaimana Tindakan yang dilakukan merupakan suatu keharusan yang 

harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kebijakan atau Undang-Undang tersebut. 

Ketiga, “Penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang 

lalu lintas di Kabupaten Pinrang, lebih efektif jika dibandingkan dengan metode 

yang sebelumnya dimana petugas yang harus berada langsung di lapangan. Polisi 

lalu lintas yang berjaga memiliki keterbatasan tenaga dalam bertugas sehingga 
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dalam sehari pengawasan tidak mungkin sepenuhnya berjalan 24 jam. Disamping 

itu, titik kemacetan lalu lintas dapat terlihat apabila kebetulan terjadi di depan 

mata petugas. Lain halnya dengan pengawasan CCTV, dalam sehari, pengawasan 

dapat berlangsung selama 24 jam. Jangkauan pengawasan dan tingkat ketelitian 

pengawasan juga lebih efektif, karena segala kejadian di area pengawasan 

direkam dan videonya dapat diputar dan diteliti kembali, sehingga hampir tidak 

ada titik kemacetan yang luput dari pengawasan”. 

Berdasarkan hasil wawncara Bersama dinas perhubungan dalam hal ini pengawas 

CCTV terdapat gambaran bahwa dengan penerapan CCTV dalam pengawasan 

penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 merupakan 

suatu metodeh atau Langkah yang efektiv dalam pengawasan dan pengaturan lalu 

lintas. 

Berdasarkan siyasah dusturiyah melihat urgensi dalam penerapan CCTV 

sebagai pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas merupakan kebijakan yang 

dibentuk untuk kemaslahatan dan bertujuan untuk menciptakan kelancaran pengguna 

lalu lintas yang patuh terhadap regulasi yang ada dan memberikan rasa aman terhadap 

masyarakat dengan penerapan CCTV maka asas perlindungan terhadap hak -hak 

warga negara pengguna lalu lintas dapat terpenuhi. 

Kemudian, melihat dari pandangan masyarakat terhadap aturan tersebut sangat 

jelas dapat berjalan dengan baik dan diterimah disebabkan adanya ketaatan yang 

dilakukan masyarakat terhadap kebijakan tersebut kemudian dalam kebijakan tersebut 

memberikan kemaslahatan terhadap msyarakat serta adannya pendekatan yang baik 

antara pihak pengawas dan kepolisian Ketika memberikan arahan dan penjelasan 

terhadap aturan lalu lintas dengan menerapkan pengawasan melalui CCTV. 

Sebagaimana hal ini sangat jelas tertuang dalam QS. Al-araf :96 
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ىِٓ ٌَٰ َٚ ٱلۡأزَۡضِ  َٚ بٰٓءِ  َّ َٓ ٱٌعَّ ِِّ جٖ 
ُ بسََوَٰ ِٙ اْ ٌَفَخحََٕۡب ػٍَيَۡ ۡٛ ٱحَّمَ َٚ ُٕٛاْ  َِ ٰٓ ءَا ٰٜ مسَُ

ٌۡ ًَ ٱ ۡ٘ َّْ أَ ٛۡ أَ ٌَ وَرَّبُٛاْ  َٚ

  َْ ب وَبُٔٛاْ يَىۡعِبُٛ َّ ُُٙ بِ  ٦٩فَأذََرَٰۡٔ

Terjemahnya: 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya. 

 

Kemudian dalam QS.An-Nisaa‟/ 4: 69 

ئِهَ زَفِيماب  ) َٓ أٌَُٰٚ حَعُ َٚ  َِۚٓ ٌِحِي ب اٌصَّ َٚ داَءِ  َٙ اٌش  َٚ٩٦ ) 

Terjemahnya:  

Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul (Muhammad) maka mereka itu 
akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) 
para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan 
orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya

69
. 

 

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kemakmuran dan 

keberkahan terhadap penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan 

bertakwa terhadap Allah swt. Oleh sebab itu seharusnya kebijakan yang dibentuk 

harus berointasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan agar janji yang telah 

diberikan oleh Allah dapat terealisasikan. Serta ketaatan yang dilakukan akan 

membawakan keberutungan atau dia termasuk dalam golongan orang orang yang 

beruntung. 

Sebagaimana dalam penjelasan ayat diatasa dapat kita pahami bahwa dengan 

ketaatan dan kepatuhan serta tanggung jawab dalam menerima dan menjalankan 

kebijakan Undang-Undang yan diberlakukan untuk meraih kemaslahatan bagi 
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masyarakat sehingga mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan dalam hal ini 

masyarakat dapat merasa hak dalam pemenuhan rasa aman dalam berkendara dapat 

diperhatika dan dipantau untuk menghidari dari segalah kejahatan,  

Berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan, penerapan penggunaan CCTV 

sebagai Langkah pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas sangat efektiv 

sebagaimana pihak kepolisian dapat memantau aktivitas lalu lintas di setiap ruas jalan 

yang terdapat di kabupaten Pinrang, hal ini juga memberikan respon yang baik 

terhadap masyarakat untuk tetap menaati segalah aturan terkhusus aturan Perundang-

undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A.  Kesimpulan  

 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, setelah diteliti dan dibahas, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang, berjalan dengan efektif. Dimana CCTV dalam sehari dapat melakukan 

pengawasan penuh 24 jam penuh, dengan jangkauan dan tingkat ketelitian 

pengawasan yang jauh lebih baik dari pada pengawasan lapangan oleh petugas di 

jalan. Jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang lebih baik tersebut 

disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan dengan CCTV dapat berupa 

rekaman kejadian, sehingga dapat diulang dan teliti kembali semua kejadian yang 

telah berlangsung di ruas jalan 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pengawasan CCTV 

terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut: 

a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem CCTV berfungsi normal dan 

tidak rusak.  

b. Sumber daya manusia yakni petugas yang memiliki pengetuhuan yang 

memadai untuk mengoperasikan peralatan CCTV.  
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c. Mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam 

menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV jika terjadi 

pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas, termasuk kelengkapan data 

pelaku pelanggaran yang masuk area Dishub.  

d. Jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV memadai, sebaiknya lokasi kamera 

CCTV dapat menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten Pinrang. 

3. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur 

lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas, dimana pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas 

yang diamanatkan undang-undang tersebut yakni dengan menggunakan CCTV. 

 

B.  Saran  

 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan pembahasan, peneliti mengajukan 

saran antara lain: 

1. Penerapan pengawasan CCTV terhadap penegakan hukum Undang-Undang lalu 

lintas di Kabupaten Pinrang, dapat juga diterapkan di tempat-tempat lain di 

Indonesia, karena pengawasannya lebih efektif dan efesien. 

2. Peralatan CCTV yang digunakan sebaiknya lebih canggih, lengkap, dan berfungsi 

normal, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan untuk pengoperasian 

CCTV, jumlah kamera lebih banyak dan memadai untuk memantau seluruh 

kejadian yang berlangsung di jalan, singkronisasi data pengguna jalan antar 
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wilayah dan instansi lebih baik, sehingga mempermudah penindakan pelaku 

pelanggar lalu lintas.  
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Judul Proposal Skripsi :  Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap 

Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang 

 

 

WAWANCARA 

Narasumber/Responden :  Petugas pengawas CCTV Dishub Kabupaten Pinrang 

Isi wawancara : 

1. Apakah tujuan penggunaan CCTV dalam dalam menjaga kelancaran lalu lintas 

sesuai amanat Undang-Undang lalu lintas di ruas jalan di Kabupaten Pinrang? 

Jawaban: 

Dishub Kabupaten Pinrang bertugas menjaga kelancaran lalu lintas sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas 

sesuai amanat Undang-Undang tersebut, Dishub melakukan pengawasan 

langsung di ruas jalan Kabupaten Pnrang. Dulu pengawasan dilakukan dengan 

patroli, tapi seiring perkembangan waktu pengawasan kami lakukan dengan 

menggunakan CCTV. CCTV dengan kamera yang terpasang di jalan, 

dipergunakan oleh petugas untuk memantau dan mengawasi keadaaan dan 

kondisi lalu lintas di ruas jalan. Petugas tidak perlu lagi langsung berada di lokasi 

jalan, tetapi pengawasan dilakukan di ruangan dengan monitor komputer atau 



 
 

VII 

 

laptop yang terhubung dengan kamera CCTV yang terpasang di jalan, sehingga 

kondisi jalan secara real time di tampilkan di layar monitor. Jadi kondisi jalan 

tersebut terpantau langsung oleh petugas tanpa perlu berada di lapangan secara 

langsung. Hal ini cukup efesien dari sisi jumlah personil petugas, karena jumlah 

petugas yang mengawasi tidak banyak bahkan bisa dilakukan oleh satu orang 

petugas. Berbeda dengan pengawasan secara langsung di jalan, tentunya jumlah 

petugas yang diperlukan relatif banyak karena banyaknya area jalan yang harus 

diawasi, dan sering terhambat karena kondisi cuaca yang panas atau hujan yang 

menyulitkan pengawasan. 

 

2. Bagaimana ketersediaan kamera dan sarana pendukung lainnya, agar pengawasan 

lalu lintas dengan menggunakan CCTV dapat berjalan dengan baik? 

Jawaban: 

Pengawasan lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Pinrang, belum menyeluruh 

menggunakan kamera CCTV. Kamera CCTV terpasang berjumlah 25 kamera dan 

pasang di 7 titik ruas jalan di Kabupaten Pinrang, yakni di Jl. Urip Sumoharjo, Jl. 

A. Yani, Jl. A. Makkulau, Jl. Langnga, Jl. Jampu, Samping Hotel Fatir, dan  

depan Mall Pinrang. 

 

3. Apa yang menjadi alasan pemasangan kamera CCTV belum menyeluruh di ruas 

jalan Kabupaten Pinrang? 

Jawaban: 

Penggunaan CCTV baru mulai dilaksanakan, sehingga pengadaan sarana dan 

prasarana pendukungnya dilakukan secara bertahap, termasuk pemasangan 

kamera CCTV di jalan. Dapat pula dikatakan bahwa ini adalah tahap permulaan 

dan percobaan. Selanjutnya apabila telah diujikan, dan prosesnya sudah berjalan 

dengan baik, maka area titik pemasangan kamera CCTV akan di tambah. 

 

4. Bagaimana prinsip kerja CCTV dalam melakukan pengawasan terhadap 

kelancaran lalu lintas? 

Jawaban: 

CCTV merupakan sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk 

memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal 

itu akan diteruskan ke sebuah layer monitor. CCTV merupakan teknologi kamera 
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pengawasan 24 jam nonstop. Kamera CCTV ini dapat memudahkan kita para 

petugas untuk memantau kegiatan di jalan sekitar tempat pemasangan kamera 

CCTV. Sistem CCTV terdiri dari komunikasi fixed (dedicated) antara kamera dan 

monitor. Teknologi CCTV yang kita pasang termasuk modern, dimana terdiri dari 

sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-

zoom) serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat 

dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, Wireless-LAN maupun internet. 

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk 

menunjukan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, 

perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan 

prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan 

dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk 

penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang 

sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai 

data mengenai data, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa 

yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu kejadian lalu lintas. 

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital 

forensic analyst berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera 

CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam 

rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera 

CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek 

yang ada didalam rekaman elektronik Closed Circuit Television (CCTV) tersebut 

dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka 

pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut 

dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman 

video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang 

cahaya, sedikit jelas (blurred) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut 

harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian 

pelanggaran lalu lintas. 

 

5. Bagaimana kamera CCTV yang terpasang di jalan di Kabupaten Pinrang dapat 

merekam peristiwa lalu lintas yang terjadi di lokasi, dan dapat menjadi alat bukti 

jika terjadi pelanggaran lalu lintas? 

Jawaban: 

Kamera CCTV yang ditampilkan di monitor di ruang pengawas CCTV, diamati 

langsung oleh salah seorang petugas yang memantau. Selain itu, video yang 

ditampilkan di monitor otomatis terekam dan bisa ditampilkan ulang untuk 

diamati lebih teliti tentang kondisi lalu lintas di jalan tersebut. Apabila didapati 
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pelanggaran lalu lintas dalam video, pada bagian tersebut di henti sementara dan 

diperbesar untuk mengambil data-data kendaraan pelaku pelanggaran. Pada 

bagian adegan peristiwa pelanggaran dalam video rekaman tersebut, dapat 

direkam ulang atau dipotong yang selanjutnya menjadi alat bukti pelanggaran. 

Selanjutnya petugas pengawas CCTV berkoordinasi dengan kepolisian untuk 

menindaklanjuti pelanggaran tersebut. 

 

6. Bagaimana penerapan CCTV sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di 

Kabupaten Pinrang mulai disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya 

masyarakat di Kabupaten Pinrang?  

Jawaban: 

Penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu 

lintas di Kabupaten Pinrang telah disosialisasikan kepada warga pengguna jala di 

Kabupaten Pinrang. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pengumuman yang 

diampilkan di tempat-tempat umum atau media cetak lokal, disiarkan di media 

sosial ataupun radio lokal di Kabupaten Pinrang. 

 

7. Apakah penerapan CCTV sebagai pengawas kelancaran lalu lintas di Kabupaten 

Pinrang dapat memberikan efek kesadaran berlalu-lintas pada masyarakat?  

Jawaban: 

Tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas semakin baik, 

selain itu kelengkapan berkendara cenderung membaik, antara lain mengenakan 

helm standar, memperhatikan kelengkapan kendaraan sesuai aturan, dan lain-

lain. Hal ini dikarenakan pengguna jalan merasa terus diawasi. Pengguna jalan 

yang dahulunya hanya patuh jika ada petugas yang berdiri di jalan, akhirnya 

patuh terhadap aturan meskipun di jalan tidak ada petugas.  

 

8. Apakah penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang 

lalu lintas di Kabupaten Pinrang, saat ini berjalan cukup efektif dan efesien? 

Jawaban: 

Penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu 

lintas di Kabupaten Pinrang, lebih efektif jika dibandingkan dengan metode yang 

sebelumnya dimana petugas yang harus berada langsung di lapangan. Polisi lalu 
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lintas yang berjaga memiliki keterbatasan tenaga dalam bertugas sehingga dalam 

sehari pengawasan tidak mungkin sepenuhnya berjalan 24 jam. Disamping itu, 

titik kemacetan lalu lintas dapat terlihat apabila kebetulan terjadi di depan mata 

petugas. Lain halnya dengan pengawasan CCTV, dalam sehari, pengawasan 

dapat berlangsung selama 24 jam. Jangkauan pengawasan dan tingkat ketelitian 

pengawasan juga lebih efektif, karena segala kejadian di area pengawasan 

direkam dan videonya dapat diputar dan diteliti kembali, sehingga hampir tidak 

ada titik kemacetan yang luput dari pengawasan. 

 

9. Faktor apa saja yang dapat mendukung penerapan CCTV sebagai pengawas 

terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang agar berjalan dengan 

efektif? 

Jawaban: 

Beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran penerapan CCTV sebagai 

pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, 

antara lain: 1) Alat kelengkapan CCTV yang canggih dan berfungsi dengan 

normal; 2) Petugas memiliki kemampuan mengoperasikan alat CCTV dengan 

baik; 3) Adanya mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur 

dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV jika terjadi 

pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) 

Jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV ditambah. Diluar efektivitas CCTV 

tersebut, untuk masalah kemacetan: !) Adanya Upaya Dishub dalam mencegah 

kemacetan, seperti: pemantauan, pemasangan dan mengatur rambu lalu lintas, 

terutama rambu untuk kendaraan jenis tertentu, 2) Adanya upaya Dishub 

mengatasi kemacetan tiba-tiba, seperti kemacetan karena kecelakaan, Dishub 

menyingkirkan kendaraan yang terlibat kecelakaan yang menghambat arus lalu 

lintas.  

 

10. Faktor apa saja yang dapat menghambat efektivitas penerapan CCTV sebagai 

pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang?  

Jawaban: 

Beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan CCTV sebagai pengawas 

penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara lain: 

1) Alat kelengkapan CCTV yang kurang canggih atau rusak sehingga tidak dapat 

digunakan; 2) Petugas tidak memiliki kemampuan mengoperasikan alat CCTV; 

3) Tidak adanya mekanisme atau proses yang jelas, dan data yang lengkap dalam 
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menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV jika terjadi 

pelanggaran lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan 

kamera CCTV tidak memadai atau sedikit, sehingga jangkauan pengawasan 

terbatas hanya pada area-area tertentu, dan tidak dapat mengwasi seluruh area 

ruas jalan yang ada di Kabupaten Pinrang.  

 

Narasumber/Responden :  Masyarakat Pengguna Lalu Lintas di Kabupaten 

Pinrang 

Isi wawancara : 

11. Bagaimana sosialisasi penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum 

Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang?  

Jawaban: 

Sosialisasi tentang penggunaan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum 

Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah sampai kepada kami. 

Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada warga lain. Meskipun demikan, 

lokasi tempat pemasangan kamera CCTV tidak kami ketahui dengan pasti. Jadi 

pengguna jalan merasa sedang diawasi terus menerus, dan ini bagus untuk 

meminimalkan terjadinya pelanggaran. 

 

12. Bagimana kesadaran lalu lintas pada masyarakat pengguna jalan di Kabupaten 

Pinrang dengan adanya pengawasan lalu lintas dengan CCTV?  

Jawaban: Kami berusaha melengkapi kendaraan sesuai aturan, tertib, mematuhi 

rambu lalu lintas, mengenakan helm, dan lain-lain, karena tahu bahwa kami 

senantiasa diawasi melalui kamera CCTV, akhirnya lalu lintas menjadi lebih 

tertib dan aman.  

Mengetahui: 
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Lampiran 3. 
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Lampiran 4. 

Dokumentasi Penelitia 

Gambar 1: wawancara bersama salah satu staff ATCS dinas perhubungan kabupaten 

Pinrang yang Bernama Rikmaini pada tanggal 07 Oktober 2022. 
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Gambar 2: wawancara Bersama kepala  penanggung jawab ATCS Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pinrang, yang Bernama Musriadi, SM, MM Pada tanggal 06  

Oktober 2022.  

 
Gambar 3: pemasangan rambu lalu larangan di Jl. Andi Pawelloi 

 

 

 
Gambar 4: pemasangan Traffic light di Jl. Jend. Ahmad yani. Poros Pinrang guna 

memantau Arus lalu lintas 
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Gambar 5: pengecekan dan Perbaikan Rambu Tranffic Light di JL. Langnga 

 

 

 
Gambar 6: pemasangan rambu di Kec. Patampanua 
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